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PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN
PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KIRANA MEGATARA Tbk

Nomor : 11
Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas April Juau:gbu tujuh belas

(17-4-2017), pukul 14 02 WIB (empat belas “fewat dua menit
Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14 .17 WIB (empat

belas lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat)

Berhadapan dengan saya, Edwar, SarJana Hukum, Notaris Kota
Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi- sak5| y%ng nama-namanya
akan d[sebut dalam akhir akta ini/dan telih dikenal oleh saya,
Notaris: >

Tuan Martinus Subandi Sinarya’ Ia\ Cirebon pada tanggal dua
puluh dua Juli seribu sembu!(an ratus;*"enam puluh (22-7-1960),
Direktur Utama dari perseroan:tg batas yang akan disebut di bawah
ini, bertempat tinggal di Jakarta Selaﬁcan jalan Sekolah Kencana IV/7,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran;Lama pemegang Kartu Tanda Penduduk

,,,,,

e,

divatas, sebagai demikian mewakili Direksi
dari dan oleh karenaﬁ%lfbu untuk dan atas nama perseroan terbatas
PT Kiran axM e gf»a tara Thk, suatu perseroan terbatas
yang didlrlkanaberdasarkan undang- undang negara Republik Indonesia,
berkedudukan- di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran
dasar dan perubahannya sebagaimana termuat dalam :

- akta pendirian tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan
ratus sembilan puluh satu (25-3-1991) nomor 63, yang dibuat
di hadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum,
pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan
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ratus sembilan puluh dua (27-3-1992) Nomor C2-2618.HT.01.01.
TH'92, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua (8-6-1992) dibawah Nomor 143/Leg/1992, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (4-8-1992)
Nomor 62, Tambahan Nomor 3607;

akta tanggal dua pulub lima Agustus dua nbuﬂdﬁ‘épg& (25-8-2008)
nomor 45, yang dibuat oleh Notaris Ny ya Rukmasanti
Hard]asatya Sarjana Hukum tersebut, yaitu mengenal penyesuaian
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut deéngan ketentuan
" Undang-Undang Republik Indonesia Nomon40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas {untuk selanjutnya dlS%b{]t sebagai "UUPT"),
akta mana telah mendapat. persetﬂjuan dafi Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik IndoneSIa .dengan Surat Keputusan
tanggal tiga November dua rlbu ‘delapan (3-11-2008) Nomor
AHU-80968.AH.01.02.Tahun 2008\«dan telah didaftar dalam
Daftar Perseroan tanggal\‘t‘ a November dua ribu delapan
{3-11-2008) dibawah Nomor AHU 013898.AH.01.09.Tahun 2008,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik IndoneS|a
tanggal dua belas Desember dua ribu delapan (12-12-2008)
Nomor 100, Tambahan\Nomor 27153,

akta tanggal dua puluh Maret dua ribu tiga belas (20-3-2013)
nomor 17, yang di uat d| hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai
penambahan modal"dasar dan modal disetor perseroan terbatas
tersebut, akta mana‘/te[ah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tanggal dua puluh dua April dua ribu tiga belas
(22-4-2013) Nomor AHU-2}470.AH.01.02.Tahun 2013, dan
telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh dua
April dua ribu tiga belas {22-4-2013) dibawah Nomor AHU-
0036639.AH.01.09.Tahun 2013, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sepuluh
September dua ribu tiga belas {10-9-2013) Nomor 73, Tambahan
Nomor 95012;
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- akta tanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas

(19-12-2013) nomor 4, yang dibuat di hadapan Darmaharto,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Tangerang, yaitu mengenai perubahan ketentuan pasal 11 dan
pasal 12 anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal
empat Maret dua ribu empat belas (4- 3”2014) “Nomor AHU-
AH.01.10-07788, serta telah didaftar dalani™ Daftar Perseroan
tanggal empat Maret dua ribu empat belas (4- 3”2014) dibawah
Nomor AHU-0016958.AH.01:09.Tahun"2014;

akta tanggal dua puluh tujuh Juni dua nbu emp’at belas (27-6-2014)
nomor 20, yang dibuat di hadapan*‘saya Nétaris, yaitu mengenai
perubahan ketentuan pasal 11, P8 a,I\12 dan pasal 14 anggaran
dasar persercan terbatas tersebut “dan {i} pemberitahuan
perubahan anggaran dasar, perseroannya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukut fan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tersebutydalam surat tanggal tujuh Juli
dua ribu empat belas (7 -7- 2014) Nomor AHU-03846.40.
21.2014, dan telah, fdggaftfp dalam Daftar Perseroan tangga!
tujuh Juli dua ribu empat belas (7-7-2014) dibawah Nomor
AHU-0069123.40.80.2014, (i) pemberitahuan perubahan data
perserpannya teI' th,nma dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manu Republik Indonesia sebagaimana tersebut
dalam surat tanggal%tUJuh Juli dua ribu empat belas (7-7-2014)
Nomor AHU}LQ 128.40.22.2014, dan telah didaftar dalam Daftar
Perseroan T %,al tujuh Juli dua ribu empat belas (7-7-2014)
dibawah Nombdf AHU-0069123.40.80. 2014;

- akta tanggal empat September dua ribu empat belas (4-9-2014)

nomor 1, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lebak,
yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor
perseroan terbatas tersebut, dan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana tersebut dalam surat tanggal lima September dua
ribu empat belas (5-9-2014) Nomor AHU-05879.40.21.2014,
dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal lima September
dua ribu empat belas (5-9-2014) dibawah Nomor AHU-
0090439.40.80.2014;

- akta tanggal sembilan September dua ribu empat belas {9-9-2014)
nomor 3, yang dibuat di hadapan Notaris Inayati Noor Thahir,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersélili “yaity mengenai

penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas

tersebut, dan pemberitahuan perubahan a%ggaran dasar
perseroannya telah diterima dan dicﬁ?tggzgggh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesfa“ée‘bagaimana tersebut
dalam surat tanggal sembilan Septemberidua ribu empat belas

{9-9-2014) Nomor AHU-05962, ,2014, dan telah didaftar

dalam Daftar Perseroan tanggal-sembilan September dua ribu

empat belas (9-9-2014) dibaw%”h;zNomor AHU-0091451.40,

80.2014, serta telah diumt&?‘gﬂgan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu tima belas
(27-2-2015) Nomer 2}8/L,\}Tarﬁbahan Nomor 17;

- akta tanggal enam MaFét_‘;;!g\ jbu tujuh belas (6-3-2017) nomor 3,
yang dibuat di hadapan saya’, Notaris, yaitu mengenai perubahan
anggaran dasar,%Direksi dan Dewan Komisaris yang disesuai
dengan peraturanZpérundang-undangan di bidang Pasar Modal
dalam rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering)
perseroan terbatas tersebut, akta mana (i) telah mendapat
persetujuaffl);? fizMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia d‘e"ngg}nf Surat Keputusan tanggal tujuh Maret dua ribu

tujuh belas (7-322017) Nomor AHU-005615.AH.01.02.Tahun 2017,

dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal tujuh Maret

dua ribu tujuh belas (7-3-2017) dibawah Nomor AHU-
0030904.AH.01.11.Tahun 2017, (ii) pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana tersebut dalam surat tanggal tujuh Maret dua ribu
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tujub belas (7-3-2017) Nemor AHU-AH.01.03-0114742, dan
telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal tujuh Maret dua
ribu  tujuh belas (7-3-2017) dibawah Nomor AHU-
005615.AH.01.02.TAHUN 2017, (iii) pemberitahuan perubahan
data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut
dalam surat tanggal tujuh Maret dua ribu tujuh belas (7-3-2017)
Nomor AHU-AH.01.03-0114754, dan telah didaftar dalam Daftar
Perseroan tanggal tujuh Maret dua ribu tujufizbelas (7-3-2017)
dibawah Nomor AHU-005615.AH.01.02.TA‘FIU.J}IV2017;

sedangkan susunan terakhir pemegang saham serta anggota
Direksi dan Dewan Komisaris persei‘«"ﬁ*’é“z“ngggerbatas tersebut
sebagaimana termuat dalam akta tanggalsenam Maret dua ribu
tujuh belas (6-3-2017) nomor 3, yang dibdat di hadapan saya,
Notaris sebagaimana tersebut di atas.™.

(untuk selanjutnya disebut setfjé‘ﬁg\i:“’fl;ewrseroan”).‘
Direksi Perseroan mana bertifidak berdasarkan kuasa sebagaimana

termuat dalam Keputusan Edaré“ﬁ'%'Rgmegang Saham Sebagai Pengganti
Dari Rapat Umum Pemegang Saham' Luar Biasa PT Kirana Megatara
tanggal hari ini, dibuatégibawa;!;! tangan, yang aslinya bermeterai
cukup dijahitkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut
“Keputusan Edaran”). S '

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut

di atas terlebih dahuluzmenerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa para pemegang saham Perseroan pada tanggal hari ini,
telah membuaﬁg_wkgp;_m:,_t;usan yang diambil di luar Rapat Umum Pemegang

Saham Persefdéhfg;émikian sebagaimana ternyata dalam Keputusan
Edaran. =7

2. Bahwa Keputusan Edaran telah disetujui dan ditandatangani
oleh pemegang saham Perseroan yang akan disebut di bawah ini,
yang mewakili sebanyak 6.530.500.000 (enam miliar lima ratus
tiga puluh juta lima ratus ribu) saham, yaitu seiuruh saham yang
telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai tanggal
Keputusan Edaran Perseroan :
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a.tuan Hadi Kasim, lahir di Jakarta pada tanggal empat belas

Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (14-3-1959),
Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Flamboyan Utama 1.C2/1, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3173011403590005, warga negara Indones{ia;

bertindak dalam kedudukannya sebagaimag§ tersebut di atas,
sebagai demikian mewakili Direksi dari dan*oleh karena itu
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Triputra Investindo
Arya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-
undang negara Republik Indonesia,%é?bfg&&gdudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yangsd@ndgaran dasar dan
perubahannya sebagaimana termuat dalarm:

- akta pendirian tanggal lima.belas. Oktober seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapdn<(15-10-1998) nomor 34, yang
dibuat di hadapan Nota;Ls Nyo‘ﬁ’\;z—i Rukmasanti Hardjasatya,
Sarjana Hukum tersebut,/akta.mana telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan
ratus sembilan puli}'q%serijbilan (26-3-1999) Nomor C-5308
HT.01.01.TH.99, dan“‘f”il?ah didaftar dalam Daftar Perusahaan
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal
enam Oktober 8eribu.sembilan ratus sembilan puluh sembilan
(6-10-1999) dibawah Nomor 000/BH.09.03/X/99, serta telah
diumumkan dalam’Berita Negara Republik Indonesia tanggal
dua pulﬁﬁy,«,limﬁa Agustus dua ribu (25-8-2000) Nomor 68,
Tambahan-Nomor 4803;

- seluruh ketehtuan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut
telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT, sebagaimana termuat
dalam akta tanggal delapan belas Desember dua ribu tujuh
(18-12-2007) nomor 33, yang dibuat oleh Notaris Nyonya
Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum tersebut, akta mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
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tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh (28-12-2007)
Nomor C-07898 HT.01.04-TH.2007, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Mei dua
ribu delapan (2-5-2008) Nomor 36, Tambahan Nomor 5352;

- akta tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu delapan
(23-12-2008) nomor 09, yang dibuat oleh Insinyur Rusli,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat
persefujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asas&‘i‘:ma}knusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal-tiga puluh satu
Desember dua ribu delapan (31-12-2008), Nomor AHU-
101114.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah didaftar dalam Daftar
Perseroan tanggal tiga puluh satu D’céf'é";‘e;mbgr dua ribu delapan
(31-12-2008) dibawah Nomor AHRU-0127071.AH.01.09.
Tahun 2008, serta telah diurp%mkan ydalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal lima i-dua ribu sembilan (5-6-2009)
Nomor 45, Tambahan Nomers1493 g:

538;
susunan terakhir pemegangﬁ:sah:ﬁ‘iﬁperseroan terbatas tersebut
sebagaimana termuat dalam‘fé‘;étgt_a tanggal dua puluh tiga Desember
dua ribu delapan (23-12-2008) nomor 09, yang dibuat oleh Notaris
Insinyur Rusli, Sarjana, Hukum sébagaimana tersebut di atas;

sedangkan susunan teﬁ%lgh_ir anggota Direksi dan Dewan Komisaris
perseroan terbatas tersebif sebagaimana:termuat dalam akta
tanggal tiga puluh JanuaF dua ribu lima belas {30-1-2015)
nomor 29, yang “dibyat-di hadapan Renaldie Christie, Sarjana
Hukum, Magister ﬁ‘er%tariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
dan pemberitahuan pérubahan data perseroannya telah diterima
dan dicatat oleh:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal sepuluh
Februari dua Fibu lima belas (10 -2-2015) Nomor AHU AHU-
AH.01.03-0008674, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan
tanggal sepuluh Februari dua ribu lima belas (10-2-2015) dibawah
Nomor AHU-0017235.AH.01.11.Tahun 2015;

perseroan terbatas mana diwakilinya sebagai pemegang dan
pemilik sebanyak 4.403,200.000 (empat miliar empat ratus
tiga juta dua ratus ribu) saham dalam Perseroan.
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b. tuan Doktorandus Setia Budhi, lahir di Karawang pada tanggal dua

puluh dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga (22-7-1963),
Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah
ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kaveling DKI blok B
nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan
Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3175072207630012, warga pegara Indonesia;
bertindak dalam kedudukannya sebagalmana tersebut di atas,
sebagai demikian mewakili Direksi dari ;danw éh karena itu
untuk dan atas nama perseroan terbatas PTMersada Capital
Investama, suatu perseroan terhatas yang didirikan berdasarkan
undang-undang negara RepubllkIndonesxarbefkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yangsanggaran dasar dan
perubahannya sebagaimana termuat dalam ;

- akta pendirian tanggal semblla _Iludua ribu tiga (9-7-2003)
nomor 27, yang dibuat di ha apan ' Darmawan Tjoa, Sarjana
Hukum, Sar]ana Ekonomi, Notar|s~»d| Jakarta, akta mana telah
mendapat pengesahan da’_ﬁi %enterl Kehaklman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesné‘*d}gngan Surat Keputusan tanggal
dua puluh satu Juli dua nbu tlga (21-7-2003) Nomor C-16993

di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal
tiga puluh Juli dua ribl tiga (30-7-2003) dibawah Nomor
1662/BH.09.03/Vil/2003, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republlleﬁlndonesm tanggal lima September dua ribu
tiga (5-9-2003) Nomor 71, Tambahan Nomor 7962;

- seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut
telah dtsesualkan dengan ketentuan UUPT, sebagaimana termuat
dalam akta“fanggal dua puluh delapan Desember dua ribu
tujuh (28-12-2007) nomor 69, yang dibuat oleh Notaris
Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi tersebut,
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tanggal enam belas Januvari dua ribu delapan
(16-1-2008) Nomor AHU-01948.AH.01.02.Tahun 2008, dan

10

PERSEROAN TERBATAS 1354/L

telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal enam belas
Januari dua ribu delapan (16-1-2008) dibawah Nomor AHU-
0003049.AH.01.09.Tahun 2008:

akta tanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan
(19-12-2008) nomor 56, yang dibuat oleh Notaris Darmawan
Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi tersebut, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tersebuf dz dalam “surat tanggal
dua belas Januari dua ribu sembilan (12- 1- 20@9) Nemor AHU-
AH.01.10-00463, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan
tanggal dua belas Januari dua ribu sembllan :(12-1-2009) dibawah
Nomor AHU-0003083.AH.01.09. Tahun’2009

akta tanggal dua puluh dua April di@ ribu empat belas (22-4-2014)
nomor 33, yang dibuat oleh No _n‘starmawan Tjoa, Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi tersebh kta mana (i) telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan SuratK eputusan tanggal dua belas Mei dua

ribu empat belas (12-5-2014);Nomor AHU-02536.40.20.2014,
dan telah didaftar dalam Daf ar Perseroan tanggal dua belas
Mei dua ribu empat“belas;(lz -5-2014) dibawah Nomor AHU-
02536.40.20.2014, (if)-pemberitahuan data perseroannya telah
diterima dan dlcatat ole’Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesza -sebagaimana tersebut dalam surat tanggal
dua belas Mei dua”’rlbu empat belas (12-5-2014) Nomor AHU-
07803.40.22. 2014y dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan
tanggal fduz elas Mei dua ribu empat belas (12-5-2014)
dibawah® 10r AHU-07803.40.22.2014;

akta tanggal® tlga puluh Januari dua ribu tujuh belas (30-1-2017)
nomor 72, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi tersebut, dan (i) pemberitahuan
perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal tiga puluh
satu Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017) Nomor AHU-
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AH.01.03-0041861, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan
tanggal tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017)
dibawah Nomor AHU-02536.40.20.2014, (ii) pemberitahuan
data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menferi
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
tersebut dalam surat tanggal tiga puluh satu Januari dua ribu
tujuh belas (31-1-2017) Nomor AHU-AH. 01 03-0041864, dan
telah didaftar dalam Daftar Perseroan tangg‘ai tiga puluh satu
Januari dua ribu tujuh belas (31-1-20% Z"f&lbawah Nomor
AHU-02536.40.20.2014;
susunan terakhir pemegang saham perseroan terbatas tersebut
sebagaimana termuat dalam akta tangg l-dua puluh dua April
dua ribu empat belas (22-4-2014) nomqr 33, yang dibuat oleh
Notaris Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi
sebagaimana tersebut di atas;
sedangkan susunan terakhir anggot ireksi dan Dewan Komisaris
perseroan terbatas tersebut sebagalmana termuat dalam akta
tanggal tiga puluh Januari:dua ribu tujuh belas (30-1-2017)
nomor 72, yang dibuat oI <Notaris Darmawan Tjoa, Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi sebagéimana tersebut di atas;

c. penghadap tuan rtmus Subandi Sinarya, bertindak da!am
kedudukannya ) jé’i pemegang dan pemilik sebanyak
130.500.000 (sera Us ‘tiga puluh juta lima ratus ribu) saham
dalam Persgroan;

(untuk selaniutnya secara bersama-sama disebut sebagai

"Pemegang Saham”)

3. Bahwa berdasarkan ketéhtuan pasal 91 UUPT, keputusan-
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Edaran adalah sah,
dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Edaran, Direksi Perseroan telah
diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham Perseroan
antara lain untuk :

12
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- menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam
Keputusan Edaran dalam satu atau lebth akta Notaris baik secara
sekaligus atau terpisah;

- menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai
satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan
Edaran dalam satu atau lebih akta Notaris;

- membuat, menyusun, memperbaiki, m;rubah dan/atau
memodlflka5| (termasuk dengan cara men%‘mbah dan/atau
mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata= Igata yang digunakan
di dalam akta Notaris yang bersangkutan, danamenandatangam
akta-akta tersebut;

- memohon persefujuan dan/atau member;tahukan perubahan
Anggaran Dasar dan/atau perubahan data ‘Perseroan dan/atau
mendaftarkan atau menyebabkanffdldaftarkannya pada anstan5|-

keputusan vang dimuat daIam*K\ putusan Edaran;

- melakukan tindakan- tindakan Ia”ﬁ\/yang diperlukan dan/atau
disyaratkan guna melaksana @an dan menyelesaikan hal-hal
tersebut di atas serta guna mencapal maksud dan tujuan dari
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham
berdasarkan dan sebagalmana yang tercantum dalam Kepukusan
Edaran, termasuk tmdakan tindakan yang dikuasakan kepada
penerima kuasa dan menyelesa|kan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau zseluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak
terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau
pihak Iam,;\memberlkan mendapatkan dan/atau menerima
keterangan dan/atau dokumen apapun;

- maupun membuat menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada
danfatau menandatanganl dokumen apapun.

5. Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut bermaksud
menyatakan kembali Keputusan Edaran dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap dengan tetap bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dan
menyatakan kembali bahwa Keputusan Edaran telah memutuskan
hal-hal sebagai berikut :
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I. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/
PO1K.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/P0OJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelengaaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
oleh karena itu menyetujui :

a. perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar Perseroan tentang
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,” yag,}m perubahan/
penyesuaian ketentuan pasal 12 ayat 2 hurific:danpenambahan
satu ayat baru setelah ayat 2 sehingga penam\lgwahan ayat baru
tersebut menjadi ayat 3 baru sedangkan ayat 3 lama menjadi
ayat 4, demikian seferusnya penomoran?mayat ayat berlkutnya
menyesualkan dengan perubahan tersebut“;“j’?

b. perubahan ketentuan pasal 15 anggaran dasar Perseroan tentang
kuorum, hak suara dan keputusz{aﬁn‘ R&] at Umum Pemegang Saham
Perseroan, yaitu penambahan<satu
sehingga penambahan ayat baru tersebut menjadi ayat 11 baru
sedangkan ayat 11 lama ménjadi ayat 12, demikian seterusnya
penomoran ayat-ayat benkutﬁ?a menyesualkan dengan perubahan
tersebut; dan v

¢. menyatakan kembah/{keseluruhan anggaran dasar Perseroan
(termasuk susunan pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan) sebagaimana termuat dalam akta tanggal enam Maret
dua ribu tujuh belgs 3-2017) nomor 3, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, sehu gan dengan penyesuaian anggaran dasar
Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/

POJK. 04/2017f«~tersebut demikian dalam bentuk dan isi

iman mplrkan dalam Keputusan Edaran.

Sehingga untuk"’selanjutnya Aanggaran dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1
1. Perseroan terbatas ini bernama : P T Kirana
Megatara Thbhk
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{selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan”), berkedudukan
di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2 .

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tfd“éfk\%gefgatas.
o
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3 7

1. Maksud dan tujuan Perseroan jalah men;alankan usaha dalam
bidang perindustrian, perkebunan, perdagangan jasa dan konsultan,
baik secara langsung maupun tldakﬁlangsunﬁ“melalm anak perusahaan.

2. Untuk mencapai maksud dan tuf”uan tersebut di atas Perseroan
dapat melaksanakan keglatan«ig%\ ha sebagai berikut :

a. Kegiatan usaha utama Perse én”adalah sebagai berikut :

(1) Menjalankan usaha dalam badang perindustrian pada umumnya,
terutama industrit karet jremah alam, industri pengasapan
karet, dan industri emllllng karet, termasuk di dalamnya
mendirikan pabrlk pengolahan karet.

(2) Menjalankan usa"hﬁaczidalam bidang perkebunan pada umumnya,
terutama : fwy(

i. perkebunan kaFet, yang mencakup usaha perkebunan, mulai
darlﬁ{eglatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan,

.........

penyemalan pembibitan, pembenihan, penanaman,
pemellh‘?aan dan pemanenan tanaman karet;
termasuk juga kegiatan pengolahan hasil tanaman karet
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan karet;
ii. perkebunan kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan,
mulai dari kegiatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan,
penyemaian, pembibitan, pembenihan, penanaman,
pemeliharaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit.
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(3) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya,
termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau, daerah
serta lokal, terutama perdagangan hasil industri karet, hasil
perkebunan karet, dan hasil perkebunan kelapa sawit, baik
atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain
secara komisi serta menjadi grosier, leveransir, supplier,
dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan
dalam maupun luar negeri, dari seqala macam ngang dagangan.

(4) Menjalankan usaha dalam bidang jasa:ii,% ‘onsultan pada
umumnya, termasuk teknik engineeringjasa penelitian,
pengembangan, pendidikan dan jasa konsultasi manajemen
yang berhubungan dengan kegiatdnzus
perkebunan, dan perdagangan terse u di atas, kecuali jasa
dan konsultan dalam bidang g%um daf pajak.

b. Kegiatan usaha penunjang yang mﬂenq;gggng kegiatan usaha utama
adalah sebagai berikut : W
(1) Melakukan segala kegiatan tefkait pembelian bahan baku

yang diperlukan untuk-ﬁi‘e@ialankan kegiatan usaha di bidang
industri pengolahan karet refiah alam, industri pengasapan
karet, dan industri, remi[j\jng karet.

{2) Melakukan segala*ﬁhﬁ?ggjatj?\ terkait pembelian bibit dan/atau
benih di bidang perﬁé@ﬁ”’nan karet dan kelapa sawit.

(3) Melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan,
terutama lahan-untlik kegiatan usaha perkebunan karet dan
kelapa sawit. “\;_\;%, -

(4) Melakul{ga‘”ﬁi}gggiata’n penyimpanan atas produk jadi atau produk
akhir yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukannya untuk
kepentingan:perdagangan, ekspor, impor, termasuk bulking storage
dan kegiatan penunjang lairnya di pelabuhan atau bandara.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.500.000.000.000,00
{dua triliun lima ratus miliar rupiah), terbagi atas 25.000.000.000
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(dua puluh lima miliar) saham), masing-masing saham bernilai nominal
Rp 100,00 (seratus rupiah).

2, Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
26,12% dua puluh enam koma satu dua persen) atau sejumlah
6.530.500.000 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta lima
ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp 653.050.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar lima
puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang'telah mengambil
bagian dan rincian serta nilai nominal sahamiyang disebut pada
akhir akta. T

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
sesuai dengan keperluan modal Perseroaﬁ‘é@ﬁé’“d;a{;;Waktu, cara, harga
dan dengan syarat-syarat yang ditetapké‘n’areh Direksi dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegapg_ Saham (untuk selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup djsin&k.agdengan "RUPS") dengan
cara penawaran umum terbatas dérgan menawarkan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu ("HMETD;) kep%‘d,;a seluruh pemegang saham
Perseroan atau dengan penan?lzbgzhan modal tanpa HMETD dengan
jumiah tertentu, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
termuat dalam Anggargn Dasar “ini, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Aahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

-------

(selanjutnya dalam Anggé‘ﬁé‘;g} Dasar ini cukup disingkat dengan
“UUPT"), peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, antara lgin:peraturan yang mengatur tentang penambahan

ey

modal tanpa HMETD;%%érta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
saham Perser;_a;g dicatatkan.

4. Setiap sah m-dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut
harus disetor ‘penubl Penyetoran atas saham-saham dalam bentuk
lain selain uang, batk berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib

diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai

penyetoran tersebut;
b.benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh
Penilai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam
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Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "0JK") dan tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan
dalam bentuk saham perseroan lain yang tercatat di Bursa Efek,
maka harganya harus ditetapkan berdasarkauggilai pasar wajar;
dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dat ditahan, agio
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsufymodal sendiri,
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan danfatau
unsur modal sendlrl lainnya tersebut suclah dlmuat dalam Laporan
Keuvangan Tahunan terakhir yang telah cllperlksa Akuntan yang
terdaftar di OJK dengan pendapatxwa]ar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang menyetujui pengeEuaran»—saham dalam simpanan
dengan cara penawaran umum ter atas harus memutuskan :

a. jumlah maksimum saham dalam snmpanan yang akan dikeluarkan;
dan

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan
jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka
penawaran umum terbatas fersebut.

6.a. Penambahan modal mélalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
(Efek Bersifat Ekultas adalah saham, atau efek yang dapat ditukar
dengan saham, atau ofék yang mengandung hak untuk memperoleh
saham, dari Perseroan selaku penerbit, antara lain obligasi konversi
dan waran) harus<-'dengan persetujuan RUPS yang diadakan dengan
memperhatikan-dan’mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan -dan peraturagn perundang-undangan, termasuk
peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan wajib dilakukan dengan
memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang
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ditentukan oteh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada tanggai tersebut.

c. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; e

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek- lam yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang telah”dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS; Ty

3) dilakukan dalam rangka reorganlsa5|\dan/atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atda 3

4} dilakukan sesuai dengan peraturan di bléang Pasar Modal yang
memperbolehkan penambahan'mo alﬁi:anpa HMETD.

d. HMETD harus dapat dialihkari” dan iperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
vang berlaku di bidang PasarfModal

e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada
semua pemegang sahar’ \/gng,ymemesan tambahan Efek Bersifat
Ekuitas, dengan ketentuaniapablla jumlah 'Efek Bersifat Ekuitas
yang dlpesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan
dikeluvarkan, Efek Bersn‘at*Ekmtas yang tidak diambil tersebut wajib
dlaloka5|kan sebandlng dengan jumlah HMETD vyang dilaksanakan
oleh masing-masing pémegang saham yang memesan tambahan
Efek Bersifat EkU|tas~, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan
perundang- undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal,

f. Dalam hal masuh terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
huruf e. ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-
syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
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g. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam ayat 6
huruf a. sampai dengan huruf f. pasal ini apabila ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

h. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel (simpanan)
untuk pemegang efek yang dapat dikonversi men]ad[ saham atau
efek yang mengandung hak untuk memperoleh sahan:l\dapat dilakukan

menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan teta,[},menglndahkan
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modalwsgl;ta peraturan Bursa

Efek di mana saham-saham Perseroan d|catatkan

. Penambahan modal disetor men]adl efektif setelah terjadinya
penyetoran dan saham yang dite[;: i %mempunyat hak-hak yang
sama dengan saham yang mempinyai klasifikasi yang sama yang

diterbitkan oleh Perseroan, dengan\tldak mengurangi kewajlban

dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesm

7. a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan persetu;uan Rg?PS, satu dan lain dengan tetap
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
perubahan modal dasar -tiarls disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republlk Ihdonesia.

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan ‘madal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) darl\ﬁmodal dasar dapat dilakukan sepanjang :

1) telah memperoleh persetuju‘an RUPS untuk menambah modal
dasar;

2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;

3) penambahan medal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar
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wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b. angka 2) ayat ini;

4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
pada huruf b. angka 3) ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya,
sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen), daiam\Jangka waktu 2
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam hdruf: bwangka 3) ayat
ini tidak terpenuhi;

5} persetujuan RUPS sebagaimana dlmaksud pada huruf b. angka 1)
ayat ini termasuk juga persetujuan unm\k”‘r;l/engubah Anggaran
Dasar sebagaimana dimaksud pada hurtaf b’ angka 4) ayat ini.

c. Perubahan Anggaran Dasar daldm rangka penambahan modal
dasar menjadi efektif setetah terjadinya. penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari modal d%‘sar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham Ialnnya»\yang diterbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajlban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan Angga@n Dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republlk-Ind afesia atas pelaksanaan penambahan
modal disetor tersebut. 5

- Saham
' /7 Pasal 5

Pemegang Saham"sPerseroan

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
atau tanpa nilai nominal.

. 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
sebagai pemilik dari satu saham vyaitu orang atau badan hukum
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yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Apabila satu atau lebih saham karena sebab apapun menjadi
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama
itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya
nama dari yang diberi kuasa atau yang dltunJuk itu saja yang
dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham g3 harus dianggap
sebagai pemegang saham dari saham yang:b angkutan serta
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 pasa(kmi belum dilaksanakan,
maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
dltangguhkan e,

7. Seluruh saham yang dlkeluarkan.oleh Perseroan dapat dijaminkan
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan UUPT. ‘\/’

8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar
dan semua keputusan yan\gxdlambll dengan sah dalam RUPS serta

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
peraturan perundangst ;r;dangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat dﬁana saham tersebut dicatatkan.

IS Surat saham

g Pasal 6

1. a. Dalam hal saham Perseéroan tidak masuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Surat saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan atas satu saham, sedangkan
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surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

¢. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
1} nama dan alamat pemegang saham;
2) nomor surat saham;

3) jumlah saham;

4) tanggal pengeluaran surat saham;
5) nilai nominal saham;
6) tanda pengenal sebagaimana akan dltentukan oleh Direksi.

d. Pada surat kolektif saham harus dlcantumkan sekurang-
kurangnya : o
1) nama dan alamat pemegang saham;
2) nomor surat kolektif saham; A,
3) tanggal pengeluaran surat kolektlf“saham
4} nilai nominal saham; .

5) jumlah saham; /‘\ ¥
6) tanda pengenal sebagalmana\akan ditentukan oleh Direksi.

e. 1) Surat saham dan surat kolektlf saham harus dicetak sesuai
dengan peraturan perunda undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan dltandatangan gh anggota Direksi yang berwenang
mewakili Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2) Tanda tanganttersebut dicetak langsung pada surat saham
dan surat kolektif s\hamyyang bersangkutan.

2. Ketentuan.ayat ly’huruf e. pasal ini secara mutatis mutandis
juga berlaku untuf( pencetakan dan penandatanganan efek bersifat
ekuitas Iamnya“yang sejenis,

3. a. Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank
Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), maka
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian
yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili
Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat
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atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

b. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham
Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya
mencantumkan ;

1) nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian yang melaksanakan Penltlpan Kolektif yang
bersangkutan;

2) tanggal pengeluaran sertifikat atau konfifmasi-tertulis;

3) jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat at;ﬁ“konflrmaﬂ tertulis;

4) jumlah nilai nominal saham yang tercak dalam sertifikat atau
konfirmasi tertulis; :

5) ketentuan bahwa saham-saham dalam P%@t[pan Kolektif dengan
kKlasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang Ialn ;~ e

6) persyaratan yang ditetapkan’ 6leh Direksi untuk pengubahan
sertifikat atau konfirmasi tertulis. ¥

saham

1. Apabila surat saham\rusak“atau tidak dapat dipakai lagi, maka
atas permintaan tertulis dan pemilik saham yang bersangkutan
kepada Direksi dengan.menyerahkan bukti surat saham yang tidak
dapat dipakai laqi, Dlrek5| dapat menukarkan dengan surat saham
pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.

2. Asli surat saham sebagalmana dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini kemudian®. dlmusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara
untuk dllaporkan“fdalam RUPS berikutnya.

3. Apabila surat saham hllang atau rusak sama sekali maka atas
permintaan tertulis dari pemilik saham yang bersangkutan, Direksi
akan mengeluarkan surat saham pengganti dalam hal :

a. permintaan tertulis diajukan oleh pemilik saham yang bersangkutan;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
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C. pemilik saham yang bersangkutan telah memberikan jaminan
yang dipandang cukup oleh Direksi; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang tersebut
yang diumumkan pada Bursa Efek dimana Perseroan mencatatkan
sahamnya dalam waktu kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.

4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham; yang hilang atau
rusak sama sekali yang tercatat pada Bursa Efek, berlaku ketentuan-
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana sahami tersebi]t dicatatkan.

5. Setetah penggantian surat saham tersebut dikeluarkan, maka
asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantl surat saham itu
ditanggung oleh pemilik surat saham yang“berkepentmgan

7. Ketentuan dalam pasal ini, mutatis mUtBHdISJUQa berlaku bagi
pengeluaran pengganti surat saham kolektlf Efek Bersifat Ekuitas
lainnya dan pengganti konfirmasi® tertulls

Daftar pemegang sﬁa:ﬁam dan daftar khusus
Pasal-s:-S

1. Direksi mengadakan meényimpan, dan memelihara dengan
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat

kedudukan Perseroan. Y

2. Dalam Daftar<p, ang Saham dicatat :
a.nama dan alamat“pe gang saham;
b. jumlah, nomor, dan*@tanggal perolehan saham yang dirniliki oleh

dari satu klasmka5| saham;

¢. jumlah yang &ngtor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran
jaminan fidusfa tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
dan
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f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh,

4. a. Pemegang saham harus memberitahukarn: setiap perubahan
alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.

b. Selama tidak ada pemberitahuan yangfterlma oleh Direksi
mengenai perubahan alamat, maka setiap pemanggllan atau
pemberitahuan kepada pemegang saham _Maupun‘surat menyurat
lain, termasuk mengenai dividen bagi pemegang sa}}ham serta mengenai
hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pe hegang saham, adalah
sah jika dialamatkan ke alamat pemgegang saliam yang palmg akhir
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham'

5. Direksi dapat menunjuk dan\q‘jemberl kewenangan kepada
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan
diri pemegang saham yang»lgg:rs%‘ngkutan di tempat dan pada waktu
jam kerja kantor Perseroan“ataﬁ kantor Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direksi,

7. a. Pencatatan‘dan/atau perubahan terhadap apa yang dimuat
di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ditandatangani oleh
anggota Dlrel-':fs)j,,:yang berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan
Anggaran Dasar/Perseroan kecuali apabila Direksi menunjuk dan
memberi kewera ngan kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan.

b. Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa yang dimuat di
dalam Daftar Khusus ditandatangani oleh anggota Direksi yang
berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

8. a. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan,
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gadai, jaminan fidusia, atau cessie yang menyangkut saham atau
hak atau kepentingan atas saham, dilakukan atas permohonan
tertulis yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Direksi
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan,
termasuk peraturan di hidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di mana saham Perseroan dicatatkan,

b. Untuk saham yang dicatatkan pada Bursa Efek
Bursa Efek di mana saham Perseroan dicaratk
mengindahkan peraturan perundang-undangan.

¢. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham harus dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham dan, sebagalmana relevan, dalam
Daftar Khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara
yang ditetapkan oleh Direksi, berdasan;l@n bukti yang dapat diterima
baik oleh Direksi mengenai gadal saham.atau jaminan fidusia atas
saham yang bersangkutan.

d. Telah dllakukannya pembentahﬁ?‘n?kepada Perseroan mengenal

aku peraturan
dengan tetap

dalam Daftar Pemegang Saharrgang ditandatangani sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar.Perseroan.
s .
Penitipan kolektif

o,
S

‘g« y/ Pasal 9

enitlpan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
rus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
ang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan

1. Saham d}I
dan Penyelesa[
LE
Perseroan ata
kepentingan pe
Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening
pada Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut.

27




1354/ PERSEROAN TERBATAS

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
tersebut. T

4, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebaga:mana dimaksud
dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda buktiz “pencatatan dalam buku
Daftar Pemegang Saham Perseroan. 4

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Pen /impanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk ReksafDa,na berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dalam buku Daftar Pemeganngaham Perseroan menjadi
atas nama pihak yang dltunjukxoleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodlané:zdlmaksud Permohonan mutasi
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian kepada, Persero%n atau Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk oleh Perseroan.

6. Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
perusahaan efek, apablla' diminta oleh Pemegang Efek, wajib
menerbitkan konflrmaS| sebaga[ tanda bukti pencatatan kepemilikan
suatu jumlah Efek dari Pefnegang Efek yang bersangkutan sebagaimana
yang tercatat dalam rekening Penitipan Kolektif tersebut dengan
ketentuan konﬁrma5| pencatatan saham tersebut harus ditandatangani
oleh perwakllaﬁ"berwenang dari Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian Bank Kustodian atau perusahaan efek yang
menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti
pengesahan.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi

yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
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8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan buktl dan/
atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah,

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, dllegqlgkan dalam sita
jaminan berdasarkan penetapan pengadilan:atau®disita untuk
pemeriksaan perkara pidana. Q%'%\,

10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif, berhak hadir dan/atau mengeluarkan~suara dalam RUPS
sesuai dengan jumliah saham yang dlmlllklnya Rgda rekening tersebut.

11. a. Pemegang rekening efek yang‘berhak Radir dan mengeluarkan
suara dalam RUPS Perseroan adalah-pihak yang namanya tercatat
sebagai pemegang rekening efek 1’ (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS atau da!amrhal ter]adl ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam\pasal 14 ayat 4 huruf d. angka 1),
pihak yang namanya tercatat sebagal pemegang rekening Efek
1 (satu) hari kerja sebelum galat pemanggilan RUPS,

b. Bank Kustodian atau\ Perusahaan Efek wajib menyampaikan
Daftar Rekening Efek beserta’ Jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing- masmg pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek terggbut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk s’éla’njutnya diserahkan kepada Perseroan,
selambat- iambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggtlan
RUPS. Y

12 Manajer Investa51 berhak hadir dan mengeluarkan suara
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada
Perseroan paling lambat 1 (satu)} hari sebelum pemanggilan RUPS.

29




1354/ PERSEROAN TERBATAS

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada perusahaan
efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan perusahaan efek tersebut n

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen/ :gahant bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan sgham kepada Bank
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio efek”&gksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan: dan Penyelesalan

15. Batas waktu penentuan pem Nfg_g}gkemng efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemlllkan sahamy dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS dengaﬁf"k,getentuan bahwa Bank Kustodian
dan perusahaan efek wajib menyérahkan daftar pemegang rekening
efek heserta jumlah saham Persefoan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekenlng%‘i‘efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesa\n intuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh d|V|den saham bonus atau hak-hak lainnya
tersebut. k%

hak atas saham
Pas;al 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham,
pemilik/pemegang saham semula yang telah terdaftar dalam buku
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang
saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan
dalam buku Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-
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undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan.

2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
pasal |n| harus berbentuk sebaga|mana dltentukan dan/atau yang

hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek*\eharus memenuhi
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham tersebut dicatatkan dengan tldak mengurangi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, SO

4, Pemindahan hak atas saham yang terriasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemmdahbukuan dari Rekening Efek yang
satu ke Rekening Efek yang lalnf’pa a""‘Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan p\%rusahaan efek.

5. Pemindahan hak atas rsaham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggarans Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak |t12|<dacatat baik dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang bé"rsangkutan maupun pada surat sahamnya,
catatan itu harus dltandatanganl oleh anggota Direksi yang berwenang
mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan atau

kuasa mereka yang‘fé“é'h’“

7. Direksi dengan m@mberrkan alasan untuk itu, dapat menolak
untuk mendaftar. pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar
Pemegang SahamiiiPerseroan apabila cara yang ditentukan oleh
Direksi tidak "‘dlp n&m atau apabila salah satu dari persyaratan
dalam pemmdahan saham tidak dipenuhi.

8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa
Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk
pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
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9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas
saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

10. Penyampaian panggilan untuk RUPS tidak menghalangi
pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar
Pernegang Saham.

11, Buku Daftar Pemegang Saham harus dj,t;{t%“p_ﬁ.ﬁgada 1 (satu)
hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal-iklan"pemanggilan
untuk RUPS, untuk menetapkan nama pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS yang dimaksud. W 7

12. Orang yang mendapat hak atas\%fs?’é‘;h”gﬁ'n sebagai akibat
kematian seorang pemegang saham ataﬁil;arena suatu alasan
lain yang menyebabkan pemilikan.4uatu saham beralih menurut
hukum, dengan mengajukan bukti-hak sebagaimana sewaktu-
waktu disyaratkan oleh Direksi“dapat mengajukan permohonan
secara tertulis untuk didgggtar ?é‘;b’agai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek
dimana saham itu tercatat, )4 ,

13. Semua pembatasan\,\f:'afwﬁé"ngan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak unfuk memindahkan hak atas saham dan

S

pendaftaran dari pé‘fﬁi@dﬁa;,h’an hak atas saham harus berlaku pula
secara mutatis mutandis’ terhadap setiap peralihan hak menurut
ayat 12 pasal.ini. ¥

Ra"‘b:%ét’:;}umum pemegang saham
T

A Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham (yang untuk selanjutnya disebut
“RUPS™) dalam Perseroan adalah :

a. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS
Luar biasa.

32

PERSEROAN TERBATAS 1354/L

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yakni
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
lain, :

Rapat umum pemegang saham tahunan
Pasal 12

1. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tah{u\r\l dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun-buku Perseroan

berakhir. . e
2. Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi mengajukan : T

Vg

1) persetujuan laporan tahunan yang telah, ditelaah oleh Dewan
Komisaris mengenai keadaan /an jalannya Perseroan, tata
usaha keuangan dari tahun.bukd:yang bersangkutan, hasil
yang telah dicapai, perkiraaan'méngenai perkembangan Perseroan
di masa yang akan datang, kegjatan utama Perseroan dan
perubahannya selama ta‘hﬁf\r_limbuku serta rincian masalah yang
timbul selama tahun bukti*c;y”;ang mempengaruhi kegiatan
Perseroan; 2 “

2) pengesahan laporan:keuanigan yang terdiri atas sekurang-
kurangnya neraca akﬁin;t"ahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan .dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba
rugi dari tahun"bukiryang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahaf ekuitas serta catatan atas laporan tersebut
dan yang.telah distsun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar; dan

3) pengesahandgﬁoran tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

b. Ditetapkan penggunaan laba.

c. Dilakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang
terdaftar di OJK, yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris.
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d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perserpan,

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan

akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut

kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan enai (i) alasan
pendelegasian kewenangan dan (ii) kriteria at&ii‘batasan akuntan

publik yang dapat ditunjuk. \v
4. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan Iaporan keuangan

dan [aporan tugas pengawasan Dewan Kom[sansw){eh RUPS Tahunan,
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab
sepenuhnya kepada para anggota Dlrek5| dan anggota Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan térsebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan.

Rapat umum peme'g\ saham luar baisa

L5

Pasal>13

kebutuhan Perseroan dan u‘r{tAuk memblcarakan serta memutuskan
mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud dalam
pasal 12 ayat 2 huruf: ;S' ampai c¢., demikian dengan memperhatikan

peraturan perundang undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar
Perseroan.

peémanggilan dan pimpinan rups
Pasal 14

1. a. RUPS diselenggarakan di :

1) tempat kedudukan Perseroan;

2) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;

3) Ibukota provinsi tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha utama Perseroan; atau

34

e e
l
|
|
i
|
i

PERSEROAN TERBATAS 1354/1.

4) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
dicatatkan;

dengan ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan RUPS wajib
berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Persercan menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan
RUPS.

2. a. Tanpa mengesampingkan ketentuan- ketentuan lain dalam
Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang- saham atau lebih
yang (bersama-sama) mewaklll 1/10 (satu perxsepuluh) atau febih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang/sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dapat meminta.di enggarakannya RUPS.

b. 1} Permintaan penyelenggaraan RUP 3 Eggalmana dimaksud
pada huruf a. ayat ini diajukan kepada D1reksn ,dengan surat tercatat

disertai alasannya.

2) Permintaan penyelenggaraaanUPS‘\*sebagalmana dimaksud
pada huruf a. ayat ini harus o

,,,,,,,

(d) disertai alasan dan” bw»
dalam RUPS; dan 4

(e) tidak bertentangan lengan peraturan perundang-undangan dan

¢. 1) Direksi n@pb melakukan pengumurman RUPS kepada pemegang
saham dalam’] ”Jangka waktu 15 {lima belas) hari terhitung sejak
%V

p
pada huruf a. ayat” ini diterima oleh Direksi.

2) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf c. angka 1) ayat ini, pemegang
saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung

35

]




1354/ PERSEROAN TERBATAS

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf c. angka 2) ayat ini diterima oleh Dewan
Komisaris,

e. 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf c. angka 1) dan huruf d. ayat ini, Direksi atau Dewan
Komisaris wajib mengumumbkan : A
(a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUP%fqurt pemegang

saham sebagaimana dimaksud pada huruf yat ini; dan

(b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud. 'pada huruf e, angka 1)
ayat ini dilakukan dalam jangka waktu 1‘3"‘*1 mja belas) hari sejak
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ngka 1‘) dan huruf d. ayat ini.

3) Pengumuman sebagalmanafdimaksud pada huruf e, angka 1)

ayat ini dilakukan paling kurang metalui :

(a) 1 (satu) surat kabar )jartan berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional dalam wilayah negara Republik
Indonesia; 4

(b) situs web Bursa Efel-f,dan}

{c) situs web Perseroan, dalam‘Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
adalah Bahasa Tnggris,

Pengumuman yang‘men’agunakan bahasa asing memuat informasi
yang sama defgan informasi dalam pengumuman yang menggunakan
Bahasa Indonesua*Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
yang diumum dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dalam Bahasa Indonesm, maka mformasi yang digunakan sebagai
acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e.
angka 3) huruf (a) ayat ini beserta salinan surat permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b. angka 1)
ayat ini disampaikan kepada QJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman.
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f. 1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d. ayat ini, pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat ini dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

2) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagalman |maksud pada
huruf f. angka 1) ayat ini wajib : *\ e
(a) melakukan pemberitahuan akan dlselenggarakannya RUPS kepada

0JK; —

(b) melakukan pengumuman, pemanggilan i?én diselenggarakan
RUPS dan pengumuman ringkasan rlsalah RUPS, atas RUPS
yang diselenggarakan sesuai pe‘liaturan 0IK;

(c) menyelenggarakan RUPS; #1217

{d) menyampaikan kepada 0QJK buktl«pengumuman di surat kabar
atas pengumuman, pemanggllan pengumuman rmgkasan risalah

sesuai dengan peraturan OJK 4

{e) melampirkan dokumén yang memuat nama pemegang saham
yang telah mempeé 4h penetapan' pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS7serta ]umlah kepemilikan sahamnya

g. Pemegang saham/sebagalmana dimaksud pada huruf a. ayat
ini tidak dlperkenankan mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam
jangka waktu\ﬁ“”(enam) bulan sejak tanggal diselenggarakannya
RUPS bilamana perm[ntaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan,

h. Ketentuan ayat 2, ayat 4 huruf b. dan huruf c. pasal ini
mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan, pengumuman dan
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f. angka 2) ayat ini.
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3. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud huruf b. ayat ini, Perseroan wajib menyampa:kan perubahan
mata acara dimaksud kepada 0K paling [ambat pada saat pemanggﬂan
RUPS. /i\)

4.a. RUPS diselenggarakan dengan terlebih dahulu dilakukan
pengumuman mengenai akan diadakannya,, -pemanggilan RUPS.

b. 1) Pengurmnuman RUPS harus dllakukanapahng lambat 14 {empat
belas) hari sebelum melakukan pemanggllay RUPS dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
RUPS. g B

2} Pengumuman RUPS palin kurang memuat :

{a) ketentuan pemegang saham ang ‘berhak hadir dalam RUPS:

{b) ketentuan pemegang sahamvyang berhak mengusulkan mata
acara RUPS;

{c) tanggal penyelengga‘;@‘&an RUPS; dan
{d) tanggal pemanggilan RUPS

3) Dalam hal RUPS. 'selenggarakan atas permintaan pemegang
saham, selain memuat’ ha! *yang disebut pada huruf b. angka 2) ayat

ini, Wa]Ib memuat |nforma5| bahwa Perseroan menyelenggarakan
RUPS karena,adanya permmtaan dari pemegang saham.

4) Pengumuman“RUPS kepada pemegang saham dilakukan paling
kurang melalui ;™ ~ P
(a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional;
(b) situs web Bursa Efek; dan
(¢) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
adalah Bahasa Inggris.
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Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing memuat
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS
yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan
penafsiran Informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan
yang diumumkan dalam Bahasa Indcnesia, maka informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

5) (a) Bukti pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja s h Apengumuman
RUPS. A

(b) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang
saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagamana dimaksud
pada huruf b, angka 5) huruf (a) ayat" ini,juga disertai dengan
salinan surat permintaan penye[enggaraan%RUPS

c. 1) Pemanggilan RUPS harus dasampank‘an kepada pemegang
saham paling lambat 21 (dua puluh’satu) hari sebelum RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS. 7

2) Pemanggilan RUPS pahng“\kurang memuat informasi :

(a) tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;
{b) ketentuan pemegang: sahay yang berhak hadir dalam RUPS;

{c) mata acara RUPS termasuk penjelasan ‘atas setiap mata acara
tersebut; dan .

(d) informasi yang fg;nyatakan bahan terkait mata acara RUPS
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
permanggilan. RUPS?sampal dengan RUPS diselenggarakan.

3 Pemanggllan RUPS kepada pemegang saham paling kurang
melalui :

(a)1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional;

(b)situs web Bursa Efek; dan

(¢) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
bahasa Inggris.
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Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing memuat
informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS
yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan
penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan
informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

4} Bukti pemanggilan RUPS di surat kabar wajib da}sampalkan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggllan RUPS.

d. 1) Perseroan wajib melakukan ralat peﬁ?ﬁg’g‘ﬂan RUPS jika
terdapat perubahan |nforma5| dalam pemanggllan RUPS vang telah

ks g: zzzzzzzzzz

perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib fmelakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan tata cara pemang,gﬂ ebagalmana diatur dalam
huruf ¢. ayat ini.

3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada A E:gb,angka 2) ayat ini tidak berlaku
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS

R g
dilakukan bukan karend® kesala=an Perseroan,

4) Bukti ralat pemangg?fén yang bukan merupakan kesalahan

ana. dimaksud pada huruf d. angka 3) ayat ini

disampaikan kepada® OJ pada hari yang sama saat dilakukan ralat
pemanggilan. . ﬁ,

5) Ketentuan medla dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS
sebagalmana\dlmaksud pada huruf ¢. angka 3) dan 4) ayat ini
mutatis mutandis=bérlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan
penyampaian bukti ralat pemangagilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf d. angka 1) ayat ini.

e. 1} Apabila kuorum RUPS tidak tercapai, dapat dilakukan
pemanggilan RUPS kedua, dengan ketentuan :

(a) pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
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(b) dalam pemanggilan RUPS kedua disebutkan bahwa RUPS pertama
telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran;

{c) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh} hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah RUPS pertama dilangsungkan.

2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf c. angka 3} dan huruf c. angka 4)
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemang ian RUPS kedua.

f. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercap: dapat dilakukan
pemanggilan RUPS ketiga, dengan ketentuan : \\;f
1)Pemanggilan RUPS ketiga atas permohoenan.Perseroan, ditetapkan

oleh OJK; dan ‘*\f“y
2)Dalam pemanggilan RUPS ketiga dlsebutkan bahwa RUPS kedua

telah dilangsungkan namun tlda capa: kuorum kehadiran.

g. 1) Usulan mata acara RUPS atu atau lebih pemegang
saham yang bersama -sama mewaklll sedlkltnya 1/20 (satu per dua

sah harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan
oleh Direksi apabila : v
“

(a} usul tersebut dla]uk/fin ecara tertulis kepada Direksi paling
lambat 7 (tujuh) harise ebelum tanggal pemanggilan RUPS
dilakukan; 7

{b) usulan mata acaga yang bersangkutan merupakan mata acara
yang membutuhkaf Keputusan RUPS.

2) Usulan mata acara RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud di atasﬁarus

(2) dilakukan dengan itikad baik;

(b} mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

{c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
(d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Usulan mata acara RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud di atas dicantumkan oleh Perseroan dalam mata acara
RUPS vang dimuat dalam pemanggilan RUPS yang bersangkutan.
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5. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi
pemegang saham.

b. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
ayat ini harus tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur
kewajihan ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b as penyediaan
bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti* tuan peraturan
perundang-undangan tersebut. &\y

d. Bahan mata acara RUPS yang tersed] agaimana dimaksud
pada huruf b. ayat ini dapat berupa salina umen fisik dan/atau
salinan dokumen elektronik.

e. 1) Salinan dokumen f|5|k sebaga[mqga dimaksud pada huruf d.
ayat ini diberikan secara cuma-cuma:di-kantor Perseroan jika diminta
secara tertulis oleh pemegang saham

2) Salinan dokumen elektronlk sebaga:mana dimaksud pada huruf d.
ayat ini dapat diakses atau dlundLIhfmeIalw situs web Perseroan,

f. Dalam hal mata acara RUPS adalah mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan/atan: Qggota Dewan Komisaris, daftar riwayat
hidup calon anggota Dir n,:ndan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat harus tersedla

1)di situs web Perser:oap:’palmg kurang sejak saat pemanggilan
sampai dengan penyelénggaraan RUPS; atau

2)pada waktu;lam selam waktu sebagaimana dimaksud pada angka
1) di atas: ngmun paling lambat pada saat penyelenggaraan
RUPS, sepanjang’ “diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. a. Kecuali ditentukan lain“dalam Anggaran Dasar Perseroan
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan :

1)RUPS dipimpin oleh secrang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2)Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
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kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3)Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk
oleh dan di antara pemegang saham dan kuasa, pemegang saham
vang hadir dalam RUPS.

b. 1) Dalam hal anggota Dewan KomisarisZyang-
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyal benturan
kepentingan dengan mata acara yang akan dlputuskan dalam RUPS,
maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota: Dewan Komisaris lainnya
tidak mempunyai benturan kepentingan yanﬁltunjuk oleh Dewan
Komisaris, ,{}%

2) Dalam hal semua anggota Dewan Komlsarls mempunyai benturan
kepentingan dengan mata acara yang-akan d:putuskan dalam RUPS,
maka RUPS dipimpin oleh salah seoran‘ﬁ“vanggota Direksi yang dltun]uk
oleh Direksi.

3) Dalam hal anggota Direksi*yarg ditunjuk oleh Direksi untuk
memimpin RUPS mempuﬁnyal bentliran kepentingan dengan mata
acara yang akan diputuskan dafam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh

salah seorang anggota Dlreksg]alﬁnya yang tldak mempunyai benturan
kepentingan. 4

4) Dalam hal semuawanggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Mata’acara yang akan diputuskan dalam RUPS,
maka RUPS dlgﬂmpln gleh salah seorang pemegang saham bukan
pengendall yan di _Jallh oleh mayoritas pemegang saham yang hadir
dalam RUPS, ™ 4

7. Pemegang saham akan memperoleh tata tertib RUPS pada
saat pelaksanaan RUPS, dan pokok-pokok tata tertib RUPS harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai.

8. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
b. mata acara rapat;
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c. :jnekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;
an

d.tata cara penggunaan_hak pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

9. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atausDewan Komisaris
pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentu uk saham yang
tercatat di Bursa Efek di mana saham Perseroa. kan, dengan
mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Bursa Efek yang bersangkutan
serta peraturan perundang-undangan di Qﬂgng Pasar Modal.

Kuorum, hak suara dan ke;g%wt:usan RUPS
Pasal 15

1. Kecuali ditentukan lain dalam/nggaran Dasar atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan :

a. RUPS dapat dilangsungkan da‘n,,gpda[ah sah dan berhak mengambil
keputusan jika pemegang sahanyyang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari ]umlah seluruh saham dengan hak

suara hadir dan/atau iwakili, dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum R <Sebagaimana dimaksud pada huruf a.
ayat ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua,
dan RUPS kedua‘{& but dapat diadakan dan adalah sah dan
berhak mengambil kg tusan jika pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham denga gk suara hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.

c. Dalam hal oruam RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat
dlselenggarak\n RUPS ketiga dengan ketentuan bahwa RUPS
ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan cleh OJK atas permohonan
Perseroan.

2.a. Pemegang saham baik sendiri atau diwakili berdasarkan
surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
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b. 1) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

2) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 ayat 4 huruf d. angka 1), pemegang saham yang
berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Persepoan 1 (satu) hari
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

c. 1) Dalam hal pemegang saham diwakili dalam-RUPS berdasarkan
surat kuasa, surat kuasa harus dibuat dan dlmdatanganl dalam
format dan dengan isi yang ditentukan ggu vang dapat diterima
oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketenﬁt%’"?per‘aturan perundang-

undangan yang beriaku tentang bukti perd
2) Ketua RUPS berhak meminta agay surat kuasa untuk mewakili
:pada waktu RUPS diadakan.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberlkan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4, a. Dalam pemungutan St 2,
pemegang saham berlaku untuk ‘seluruh saham yang dimilikinya,
dan pemegang saham tldak berhak dan tidak dapat memberlkan

Rl

saham yang dimilikinya dengan suara yang herbeda.

b. Ketentuan sebaga:mana dimaksud pada huruf a. ayat ini
dikecualikan bagi :

1)Bank Kustodlan atau};/Perusahaan Efek sebagai Kustodian;

2)YManajer mvesta:m yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang

dikelolanyai-"j

5. Dalam pemungutan suara dalam RUPS, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham, namun suara yang dikeluarkan tidak
akan diperhitungkan.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup yang tidak ditandatangani atau dengan mengangkat
atau tidak mengangkat tangan, dan pemungutan suara mengenai
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hal lain dilakukan secara lisan atau dengan mengangkat atau tidak
mengangkat tangan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain
tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
(bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

7.a. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak ﬁ?’engeluarkan atau
tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkahiStara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,

b. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dlkeluarkan dalam RUPS.

8. a. Keputusan RUPS diambil berdasarkayﬁ musyawarah untuk
mufakat, A b4

b. Dalam hal keputusan berdasarka\rﬁ”musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, keputusan RUPS ad sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) baglan dari Jum[ah se]uruh saham dengan

Dasar Perseroan.

c. Apabila hasil perhltungan Jhmlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, makafusul harus dianggap ditolak.

9. Transaksi atau hal di mana terdapat benturan kepentingan
memerlukan persefi jlianzdari RUPS harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut : {\{7
a. RUPS dapa;;dllangsungkan jika dihadiri cleh pemegang saham

independen n‘g;mewaklll lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah selﬁuh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh p“ﬁ:negang saham independen, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah sejuruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen.

b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a. ayat ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan
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RUPS kedua, dimana RUPS kedua tersebut adalah sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewakili [ebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumtah saham yang dimiliki olehﬁpemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

ana dimaksud
pada huruf b. di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan
RUPS ketiga dengan ketentuan bahwa RUPS ketiga adalah sah
dan berhak mengambil keputusan ]Ikagdlhadlrl oleh pemegang
saham independen dari saham dengan hak’suara yang sah dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh 'QJK atas permohonan
Perseroan, dan keputusan RUPS ket[ga adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham mdependen y‘a:;ng mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dtmlhki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS tersebut.

d. Pemegang saham yang mempunya)fbenturan kepentingan dianggap
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemega.ng»saha independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan. =
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

acara mengalihkan ﬁayaan Perseroan yang merupakan lebih dari

50% (lima puluh peréen) 4qumlah kekayaan bersih Perserocan dalam

1 (satu) transaksi atal’ lebih baik vang berkaitan satu sama lain

maupun tidak . men3adlkan Jamman utang kekayaan Perserpan yang

bersih Perseroandalam 1 (satu} transaksi atau lebih baik yang

berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan

dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian
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dengan ketentuan sebagai berikut”
a.

. Dalam hal kuorum

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

. Dalam ha! kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas

tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua, dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambll keputusan
jika RUPS dihadiri oleh _pemegang saham yang%mewaklll paling
dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dan 3/4 (tlga per e:ﬁ%at) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang:h hadlrydalam RUPS.

. Dalam hal kuorum kehadiran pada R S “Kedua sebagaimana

dimaksud huruf ¢ tidak tercapal/ RUPS ketlga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pem “saham dari saham dengan
hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang dltetapkan,éilehNOJK atas permohonan Perseroan.

11. RUPS untuk mata acara perugdhan hak atas saham, dilakukan

RUPS hanya dihadiri ol‘éh}pemegang saham pada klasifikasi saham
vang terkena dampak ‘atas’ perubahan hak atas saham pada
klasifikasi saham tertenfu dengan ketentuan RUPS dapat
dilangsungkan ]lkawda!am RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dam; amlah seluruh saham pada klasifikasi saham
yang terkengdampak atas perubahan hak tersebut hadir atau

diwakili; 1 =z

}sebagalmana dimaksud dalam angka 11 huruf a
tidak tercapal “RUPS kedud dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
RUPS paling sedikit 2/3 {dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a

dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
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empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS;

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapali,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadlran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas uangan atas
permehonan Perseroan; pe

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dai:B%k;atas perubahan

diberikan hak untuk hadir dan mengambkj putusan dalam RUPS
terkait dengan perubahan hak atasisaham pada klasifikasi saham
tersebut.

12. Pada saat pelaksanaan RURS‘M pemegang saham berhak
memperoleh informasi tentang, mata acara RUPS dan bahan yang
terkait dengan mata acara '”RUE% sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan Perseroan.

13.a.1) Mengenai segala hal yang dibicarakan dan diputuskan

dalam dibuatkan rlsalalf‘R{’}PS dan ringkasan risalah RUPS.

iy

2) Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS
dan paling sedikit 1~a« satu), orang pemegang saham yang ditunjuk

......

dari dan oleh pesertavR PS.

3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 2)
ayat ini tldaké’gﬂ/ r_atkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk
akta berita acara""B}UPS yang dibuat oleh Notaris.

b. 1) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1)
ayat ini disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah RUPS diselenggarakan.

2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf b. angka 1) ayat ini jatuh pada hari libur,
risalah RUPS tersebut disampaikan kepada OJK paling lambat pada
hari kerja berikutnya.
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¢. 1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a,
ayat ini memuat informasi sedikitnya :

(a) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan
RUPS, dan mata acara RUPS;

(b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;

{c) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadlr pada saat

mempunyai hak suara yang sah;

(d) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pémegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-memberikan pendapat
terkait dengan mata acara RUPS; \s\ﬁf e

(e) jumlah pemegang saham yang;mengajukan pertanyaan dan/
atau memberikan pendapat te dengan mata acara RUPS,
jika pemegang saham diberic mpatan;

(f) mekanisme pengambilan keput%‘éﬁ RUPS;

(a) ha5|1 pemungutan suara ya ng, eliputi jumlah suara setuju,

(h) keputusan RUPS;

(i) pelaksanaan spembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham yang B% k, jika terdapat keputusan RUPS yang
terkait dengan pembagian dividen tunai.

2) ngkasan salah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c.
angka 1) aya i diumumkan kepada masyarakat paling kurang

melalui : i

(a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional dalam wilayah negara Republik Indonesia;

(b) situs web Bursa Efek; dan

(c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
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adalah Bahasa Inggris. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan
bahasa asing memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa
Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pada ringkasan risalah RUPS daiam bahasa asing dengan informasi
pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia, maka
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.
3) Pengumuman ringkasan risalah RUPS£K épada> masyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf c. angka/gf)\? rat ini dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dtselenggarakan
4) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUE S}sebagalmana dimaksud
pada angka 2) huruf (a) ayat ini dlsampa|§aﬁykepada QIK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah dm\!.lmkan
d. Ketentuan huruf b. dan huruf-¢c==angka 2), 3) dan 4) ayat ini

1)penyampaian kepada OJK atas risalafi'RUPS dan ringkasan risalah
RUPS yang diumumkan; da

2)pengumuman ringkasah rlsalah;: RUPS;
dari penyelenggaraanfRUPS\oIeh pemegang saham yang telah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 huruf f. angka 2)
Anggaran Dasar Perseroan

Perubagﬁa”n anggaran dasar
Pasal 16

1. Perubahan Andgaran Dasar Persercan ditetapkan oleh RUPS
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
selain dari perubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
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a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a. di atas tidak tercapai, maka dapa?‘*dlselenggarakan
RUPS kedua, dimana RUPS kedua tersebut a 3Tah-sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh perFf‘égapg saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) baglan dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang“?ahmzd;an keputusan RUPS

kedua adalah sah jika disetujui oleh Iebth{lan 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh sahargggengan;?hak suara yang hadir
daiam RUPS Saham yang bersang utan.

¢. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS“kedﬁa sebagaimana dimaksud
pada huruf b, di atas tidak tercapawf““*maka dapat diselenggarakan
RUPS ketiga dengan ketentuan bahwa RUPS ketlga adalah sah

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran yang dltetapkan oieh OIK atas permohonan Perseroan,
dan keputusan RUPS kettga/adalah sah jika memenuhi kuorum
keputusan yang d|tetapkan"oleh QIJK atas permohonan Perseroan.

3. RUPS untuk menyetu_}m perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan
dilakukan dengan ketentdan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS sesuai l(itentuan pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

Y

4, Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal
ditempatkan dan disetor, dan/atau perubahan status Perseroan dari
perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau sebaliknya harus
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
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5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perserocan yang
menyangkut hal-hal selain dari yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat dengan
akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia &\

odal harus
erseroan dan
diumumkan oleh Direksi dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredyaran luas dalam
wilayah negara Republik Indonesia palm 2’a_

kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal
tersebut sesuai ketentuan-ketentuad ..yang ¥ersebut dalam ayat-
ayat terdahulu tanpa mengurang gtUJuan darl instansi yang
berwenang sebagalmana dlsyar

Penggabungan,

pemisahan,

1. Dengan mengmdahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan perat ransperundang-undangan dalam bidang Pasar
Modal, penggabungan peleburan, pengambilalihan pemisahan,
pengajuan pef@ohona “agar Perseroan dinyatakan pailit, hanya
dapat dilakukan.berdasarkan keputusan RUPS.

Pelaksanaan ’é?&wtuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS dimaksud “dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan
dalam bidang Pasar Modal, Direksi wajib mengumumkan dalam
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran
luas dalam wilayah Republik Indonesia mengenai rencana
penggabungan, peleburan, pengambilaiihan dan pemisahan
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Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
pemanggilan RUPS.

3. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

4. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator menambahkan nama
Perseroan dengan kata-kata ”Dalam L|ku1da5|"

RUPS atau penetapan sebagaimana dlmaksud;dafam%yat 3 pasal ini
tidak menunjuk likuidator. %\J

6. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau
berdasarkan penetapan pengadilan. 7

7. Likuidator wajib mendaftarkan d;i‘am Daftar Perseroan,
mengumumkan dalam Berita NegaraKRepubIIVIndoneSIa dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia=yang mempunyai peredaran
luas di dalam wilayah Republik Indéhésia serta dengan pemberitahuan
untuk |tu kepada para kredltur untuk kemud:an dllaporkan kepada

disahkannya perhltungan |IkUI a5| oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari suara terbanyakiiang:dikeluarkan secara sah dan diberikannya
Faid
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhttungan likuidasi harus dlbag|kan kepada pemegang

Direksi
Pasal 18

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, yang salah satu di antaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.
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2. Salah seorang atau lebih anggota Direksi dapat diangkat sebagai
Direktur Independen dan/atau penyebutan jabatan lainnya yang
dipersamakan dengan itu sebagaimana memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan tentang perseroan terbatas, Pasar M%gal dan peraturan
lainnya yang berlaku, termasuk peraturan dimara saham Perseroan
dicatatkan. Pemenuhan persyaratan dimaksudiwajib=dimuat dalam
surat pernyataan anggota Direksi yang dlsampalk kyepada Perseroan
untuk diteliti dan didekumentasikan.

4, a. Masing-masing anggota Direksi dlaltzgkat oleh RUPS untuk
jangka waktu sampai dengan ditutupnya 0PS Tahunan yang ke
3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dn’eks; yang dimaksud,
dengan tidak mengurangi hak RUPS k}inemberhentlkannya dan/
atau mengangkatnya kembali se a_\ aktu,

b. Anggota Direksi yang mas,g;abatapnya berakhir dapat diangkat
kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan

gggggggg

peraturan Bursa Efek dli{nana saham Perseroan dicatatkan.

¢. Kecuali ditentukapiilain oleh RUPS, masa jabatan anggota
Direksi yang diangkat un V»;.:menggantikan anggota Direksi yang
diberhentikan atau untuk meng|5| jabatan yang lowong atau yang
diangkat sebagai tar@bahan bagi anggota Direksi yang telah ada
adalah periode atau Jaﬁgka waktu yang tersisa dari masa jabatan
anggota Direksi, lain yarig masih menjabat.

5. Ketentuanﬂtentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS untuk 'p gangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau
perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam
pasal 15 ayat 1 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian
anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

7.a. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-
waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi
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yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
RUPS.

b. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud

pada huruf a. ayat ini tidak diperlukan apabila yang bersangkutan.

tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

¢. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS
yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apablla RUPS menentukan
tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemb rhentian tersebut,

8. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan u sémentara oleh
Dewan Komisaris dengan menyebutkan a!asannyanf

b. Pemberhentian sementara sebagaiman: imaksud pada huruf a.
ayat ini diberitahukan secara tertulis kepa é‘nggota Direksi yang
bersangkutan. S

c. 1) Anggota Direksi yang dlberhe tlkan sementara itu tidak
berwenang: = gEEIR T
{a) menjalankan pengurusan Perseroan\fntuk kepentingan Perseroan

sesuai dengan maksud danthJu Perseroan; dan

(b) mewakili Perseroan di dalam.maupun di luar pengadilan.

2) Pembatasan kewenangan seggﬁalmana dimaksud pada huruf c.
angka 1) ayat ini berlakaseJak keputusan pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris s§mpalwdengan
(a) terdapat keputusan RUPS’J\)/ang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;

(b) lampaunya Jangkafwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
di bawahﬁzml apab‘ila dalam jangka waktu tersebut tidak
dlselenggarakan‘ RUPS.

d. Dewan Komlsarls harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu 90 (semblian puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhéntian sementara. Dalam RUPS itu, anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

e. 1) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk
seterusnya.
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2) Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil
keputusan, sefelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada huruf d. ayat ini, maka pemberhentian
sementara anggeta Direksi yang bersangkutan menjadi batal.

f. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK mengenai :

1) keputusan pemberhentian sementara; dan «

2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
ayat ini atau informasi mengenai batalny@ pemberhentlan
sementara oieh Dewan Komisaris karena tidak tgrselenggaranya
RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf e angka 2) ayat

paling lambat 2 (dua)} hari kerja setelah, terjadinya peristiwa
tersebut.

9. Ketentuan tentang Jumlah/besarnyﬁ‘mgajl dan/atau tunjangan
bagi anggota Direksi dltetapkan oleh’ RUPS, dan kewenangan tersebut
dapat didelegasikan atau dlljmpahkan oleh RUPS kepada Dewan
Komisaris.

10. a. Pembaglan tugas dan wewenang di antara para anggota

b. Dalam hal pembag(a ity

anggota Direksi tidak dltetapkan oleh RUPS pembaglan tugas dan
wewenang di antardzpata..
keputusan Direksi, demikian dengan tetap mengindahkan dan tanpa
mengesamplngkan peraturan perundang-undangan.

11. Apablia h suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam ja ka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan
tersebut dilakukaf’ pengumuman tentang akan diselenggarakannya
RUPS untuk memutuskan pengisian lowongan itu.

12. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowonag,
maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan
tersebut dilakukan pengumuman tentang akan diadakannya RUPS
untuk mengangkat anggota-anggota Direksi baru, dan untuk sementara
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan
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Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih di antara anggota-anggota Dewan Komisaris untuk mengurus
Persercan.

13.a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyampaikan
permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dl[’EkSI d l V:Jangka waktu

dan menyampaikan kepada QJK paling Ia %2 {dua) hari kerja
setelah :

1)diterirmanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi;
dan "f“ﬁ*:

2)hasil penyelenggaraan RUPS sebswalrgfana dimaksud pada huruf b,
ayat ini.

d. Dalam hal Perseroan tida «“@enyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b. ayat ini, maka
dengan lewatnya kurun Waktu tersebut pengunduran diri anggota
Direksi yang bersangkutanﬁnggjadl sah tanpa memerlukan persetujuan
RUPS.

e. Dalam hal pengundunan diri anggota Direksi mengakibatkan
jumlah anggota Dlreksﬁ’menjadl kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran djri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS

- _anggota Direksi yang baru sehmgga jumlah

Direkst, "‘“ﬂ:f”

f. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi
yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun
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waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.

14, Jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan :

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini;
atau

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mendapali\liekuatan pasti;
atau oooooo

c. dilarang menjadi anggota Direksi karena etentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tldak*}iagl memenuhi
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RU

e. meninggal dunia; atau

f. masa jabatan berakhir dan tidak

Tugas dan wewe%ng Direksi
Pasal19

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan u%tuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Pefseroa yang dltetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan.

2. Setiap anggota: QFIS'@ wajib melaksanakan tugas dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dengan itikad baik,
penuh tanggung Jawab%dan kehati-hatian.

3. Direksi be ;gnewaklll Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segalam al dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lair~dén pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan
lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

59




1354/, PERSEROAN TERBATAS

¢. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan
Perseroan (tidak termasuk yang dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha Perseroan sehari-hari) yang nilainya tidak lebih dari atau
tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist) untuk suatu
utang dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang
nilainya tidak lebih dari atau tidak mencapal 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroafi:batk: “dalam 1 {satu)
transaksi atau lebih; .

harus mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Komisaris.

4, Perbuatan hukum Direksi untuk mengahhlgan atau menjadikan
jaminan utang kekayaah Perseroan yang x\merupakan iebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik
dalam satu transaksi atau beberapa:transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan dengan ‘satu sama lain harus mendapat
persetujuan RUPS.

f‘

b. Dalam hal Direkt tama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, x‘h "ana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk™ d Q atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. a. Anggota ék51 tidak berwenang mewakili Perseroan apabila
ferdapat perkara‘%dl pengatlilan antara Perseroan dengan anggota

Direksi yang bersangkutan, dan anggota Direksi yang bersangkutan.

mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a. ayat ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah :

1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
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2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan;
3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan
tertentu berhak pula mengangkaf seorang atau ieblh sebagai wakil
atau kuasanya dengan syarat yang dltentukagﬁql h, Direksi dalam

ri-harus dilaksanakan
sesuai dengan Anggaran Dasar. v

,,,,,

tugas dan wewenang tersebut dltetapkan bgrdasarkan keputusan
Direksi.

Rapat ’Dll’ekSI

Pasal 2\7‘
,é\\

1.a. Rapat Direksi:
1} wajib diadakan secara berkaia palmg kurang 1 (satu) kali dalam
setiap bulan; dan f{;
2) dapat diadakan setlapxwaktu bilamana dipandang perlu oleh
seorang atau lebih anggo{a Direksi.

b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan
Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan. . “%‘9’

c. Kehadlran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud pada huruf a. angka 1) dan huruf b. ayat ini diungkapkan
dalam laporan tahunan Perseroan.

2. a. Direksi menjadwalkan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf a. 1) dan huruf b, pasal ini untuk tahun berikutnya
sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

b. 1) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. ayat ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
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2) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal
yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat inij,
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum
rapat diselenggarakan.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi
menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. a. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan k }é\“d ,\ietiap anggota
Direksi (dan kepada setiap anggota Dewan K fis dalam hal
akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan-Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. pasal Iﬁi) dengan surat
tercatat (yakni surat yang dialamatkan dan dikitimkan kepada anggota
Direksi (maupun kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal akan
diselenggarakan Rapat Direksi bers,zi@\a dengan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 1.h Ibb pasal ini} dan sebagai
tanda penerimaannya terdapat tanda” teérima yang ditandatangani
oleh yang menerima di pihak angf&tax Direksi (maupun di pihak
anggota Dewan Komisaris) yaﬁ;gg;‘bmersangkutan), atau dengan surat
yang disampaikan secara langsungidéngan mendapat tanda terima,
atau dengan faksimile yang segera dikonfirmasikan dengan surat
tercatat, sedikitnya 7 (tujuh), har?ﬁ;sebelum tanggal diselenggarakannya
Rapat Direksi, dengan tid\é‘ﬁiimgmperhitungkan tangga! pemanggilan
dan tanggal rapat yang bersangkutan.

b. Jika hal-hal yangzhendak dibicarakan dalam Rapat Direksi
perlu segera diputuskan, jangka waktu pemanggilan Rapat Direksi
dapat dipersingkat me%nj'adi sekurangya 3 (tiga) hari, dengan tidak
memperhitungﬁgﬁ ~tanggal pemanggilan dan tanggal rapat yang
bersangkutan :} .

5. Didalam pe‘ﬁanggilan Rapat Direksi dicantumkan acara, tanggal,
waktu, dan tempat Rapat Direksi.

6. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

b. Jika semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu untuk Rapat Direksi tidak disyaratkan dan Rapat
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Direksi dapat diadakan di manapun juga dan rapat tersebut berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

b. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir pada
Rapat Direksi yang bersangkutan.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili™ Rapat Direksi
hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdagﬁ‘gkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak. engambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 17, satu per dua) bagian
dari jumiah seluruh anggota Direks;\yang sgdang menjabat hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.

10. a. Keputusan Rapat Direksidfiambilberdasarkan musyawarah
untuk mufakat di antara angggta—angwggta Direksi yang hadir dan/
atau diwakili dalam Rapat Direksi

b. Jika keputusan berdasar anxq}usyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan
keputusan adalah sah jika disétujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

.......

dua) bagian dari jumlah ‘5}@*@53 yang dikeluarkan secara sah oleh
anggota-anggota Direksi yan'g"?’hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Direksi yang bersangkuy %

11. Jika suara yan‘ag tju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka usul yang_bersangkutan dianggap ditelak.

12. a. Setiéﬁi wa&;g‘ggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi
berhak meng rkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal fain dilakukan secara lisan, kecuall apabila ketua
Rapat Direksi menentukan lain tanpa adanya keberatan berdasarkan
suara terbanyak anggota Direksi dari anggota-anggota Direksi yang
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.
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¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikefuarkan.

13. a.1) Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf a. pasal ini dituangkan dalam risalah Rapat Direksi,
yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/
atau diwakili dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

aksud dalam ayat 1
huruf b. pasal ini dituangkan dalam nsa!ahé{{e “Direksi, yang
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota-Dewan Komisaris
yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada”}se!uruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris. %

3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/a au anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani ba&l rapat:sebagalmana dimaksud
pada angka 1) dan 2) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalarm#s tersendiri yang dilekatkan
pada rlsalah Rapat

mengadakan Rapat Direksi, denganaketentuan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan
dengan menandatangam,persetul an tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian ptfvnyal kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Pewdn Komisaris

N
Xg Pasal 21

1. Dewan om :arls terdiri dari sedlkltnya 2 (dua) orang anggota

Komisaris Utama

2. Paling kurang 30% (tiga puiuh persen) dari anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham
Perseroan dicatatkan.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
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4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan tentang Persercan Terbatas, Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk
peraturan dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemenuhan persyaratan
dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan
kepada Perseroan untuk diteliti dan didekumentasikan.

&
5. a. Masing-masing anggota Dewan Komlsarlsuugﬁ.p.gkat oleh RUPS
ke 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota DewanVKomlsarls yang
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentlkannya

b. Anggota Dewan Komisaris yang masa Jabatannya berakhir
dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan
RUPS, dengan persyaratan memen 'nggturan perundangan yang
berlaku fermasuk peraturan Buréa~Efek dimana saham Perseroan
dicatatkan. A Ny

c. Kecuah dltentukan Ialn#'gvl\h\ RUPS, masa jabatan anggota

Komisaris yang dlberheptlkan atau untuk mengisi jabatan yang
lowong atau yang dlangkah_ agal tambahan bagi anggota Dewan
Komisaris yang telah ada adalah periode atau, jangka waktu yang
tersisa dari masa ]abatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih
menjabat.

6. Ketentuan tentang. kuorum kehadiran dan kucrum keputusan
RUPS untukgpenggngkatan dan/atau pemberhentian dan/atau
perubahan anggotai Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang
diatur dalam pasal#15 ayat 1 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan
fungsi nominasi.

8. a. RUPS bherhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota
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Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri dalam RUPS.

b. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud
pada huruf a. ayat ini tidak diperlukan apabila yang bersangkutan
tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

¢. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak
ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentiar}ggu kecuali apabila
RUPS menentukan tanggal lain sebagai tang-g.al berlakunya
pemberhentian tersebut. 2

9. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

10. Apabila oleh suatu sehab jabatan ?ﬁﬁgota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enamﬂ)fPulan sejak terjadinya
lowongan tersebut dilakukan pengumuman tentang akan
diselenggarakannya RUPS untuk memutuskan pengisian lowengan
itu.

11. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
atau menggantikan anggota -Dewan Komisaris yang diberhentikan
adalah sisa masa jabatan dari® \anggota Dewan Komisaris yang
digantikan atau diberhentikan tersebut.

12, Dalam hal terdapat pgggangkatan anggota Dewan Komisaris
baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Dewan Komisaris

sebelumnya, maka _masa ]abatan anggota Dewan Komisaris baru

Komisaris lainnya yang masnh menjabat.
13. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri
&
dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyampaikan
permchonan pen’/u duran diri secara tertulis kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan
pengunduran diri.

¢. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah :
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1) diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris; dan

2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagalmana dimaksud pada huruf b.
ayat ini.

d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b. ayat ini, maka
dengan lewatnya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah | a1 pa memerlukan
persetujuan RUPS, P

e. Dalam hal pengunduran diri anggot%ewan Komisaris
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menJadl kurang
dari 2 {dua) orang, maka pengunduran dtrélftersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah dtangkat anggota Dewan
Komisaris _yang baru sehmgga ]umlah angébta Dewan Komlsarls

selama kurun waktu se1ak pengangkatan yang bersangkutan sampai
dengan tanggal efelg f pengunduran dirinya dalam RUPS.

14. Jabatan anggo a~Dewan Komisaris berakhir apabila yang
bersangkutan : .

a. mengundu@ diri sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini;
atau :

b. dinyatakan pailif atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti;
atau

c. dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak lagi
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; atau

&
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d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
e. meninggal dunia; atau
f. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat lagi.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 22
A

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan”pengawasan dan
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebuakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai\E?erseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi/serta melakukan
ha-hal lain sebalmana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2, Dalam kondisi- tertentu, Dewan y{(omlsarls wajib
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSYainnya sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana diatur dalg%m peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Pehsero

3. Anggota Dewan Kom:sa};\s Wa]lbf melaksanakan tugas dan
tanggung jawab-nya dengan |t|1@\ci£a|k penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian. . A

4. Anggota Dewan Ko |sar|s balk bersama-sama maupun sendiri-
sendiri setlap waktu da Jam kerja kantor Perseroan berhak

,,,,,,,

atau yang dikuasai oleh Perferoan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat da’h alat~bukt| lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan “lain-lain serta berhak untuk mengetahui

segala tmdakﬁaﬁ;wang te‘lah dijalankan oleh Direksi.

5. Dewan iiKorrﬂysarls maupun setiap anggota Dewan Komisaris
berhak memmta\,d_,an memperoleh penjelasan dari Direksi maupun
setiap anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau terkait
dengan Perseroan, dan Direksi maupun setiap anggota Direksi wajib
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
anggota Dewan Komisaris.

6. a. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
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b. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara,
maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris untuk mengurus
Perseroan.

Rapat Dewan Komisadfis
Pasal 23

1. a. Rapat Dewan Komisaris :

1) wajib diadakan secara berkala paling kurang,,,l (satu) kali dalam
dua bulan; dan

2) dapat diadakan setiap waktu bjlamana ,d:pandang periu oleh
seorang atau lebih anggota Dey

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan
Direksi secara berkala sedikitnya 1 (satu)} kali dalam 4 (empat)
bulan.

¢. Kehadiran anggota Dewanwiz%misaris dalam Rapat Dewan
Komisaris sebagaimana /maksud pada huruf a. angka 1) dan huruf b,
ayal ini diungkapkan dalam laperan tahunan Perseroan.

2. a. Dewan Komisaris menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud, pada ayat 1 huruf a. 1) dan huruf b. pasal
ini untuk tahun berikutnya'

b. 1) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dlmaksud
pada huruf af’é at ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta
paling lambati5(li na) hari sebelum rapat diselenggarakan.

2) Dalam hal térdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal
yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat ini,
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum
rapat diselenggarakan.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama. Jika Komisaris Utama tidak ada karena sebab apapun juga,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka pemanggilan
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Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya,

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap
anggota Dewan Komisaris (dan kepada setiap anggota Direksi dalam
hal akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. pasal ini)
dengan surat tercatat (yakni surat yang dlalamatkan dan dikirimkan
kepada anggota Dewan Komisaris {maupun kepada\anggota Direksi
dalam hal akan diselenggarakan Rapat DewanﬁKomlsarls bersama
dengan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat.l huruf b. pasal
ini) dan sebagai tanda penerimaannya terdapat tanda terima yang
ditandatangani oleh yang menerima di plhak’cmggota Dewan Komisaris
{maupun di pihak anggota Direksi) yang bersangkutan atau dengan
surat yang disampaikan secara !angsung dengan mendapat tanda
terima, atau dengan faksimile yang segera dikonfirmasikan dengan
surat tercatat sedikitnya 7 (tu;uh- 3
sekurangnya 3 (tlga) hari sebe[um tanggal diselenggarakannya Rapat

dan tanggal rapat yang bersangkutan

5. Di dalam pemanggllan RapaE’jDewan Komisaris dicantumkan
acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

6.a. Rapat Dewan Komgféans diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat keglatan usaha Perseroan di dalam wilayah
negara Republik Indgnesia,

b. lika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu untuk Rapat Dewan Komisaris tidak
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun
juga dan rapaqtw sebut berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat. ‘

7.a. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

b. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan
Komisaris yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
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8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang
sedang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rap{g%Dewan Komisaris.

10. a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat di antara ang@@ta=anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rap%“‘Dewan Komisaris.

b. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengaﬁ“'"ﬁémungutan suara, dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Ie‘fnh dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yangxdlkeluarkan secara sah oleh
anggota-anggota Dewan Komisariswyang\,hadlr dan/atau diwakili

dalam Rapat Dewan Komlsarls yang%bersangkutan

12, a. Setiap anggota Dewan Komlsarls yang hadir pada Rapat
Dewan Komisaris berhak menge!uarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setlapxanggota Dewan Komisaris lain yang
diwakilinya. e

b. Pemungutan suara-mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa \tanda tangan, sedangkan permungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua
Rapat Dewan "Komlsans menentukan lain tanpa adanya keberatan
berdasarkan stiara terbanyak anggota Dewan Komisaris dari anggota-
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris.

¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. a. 1) Hasil dari Rapat Dewan Kemisaris sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf a. pasal ini dituangkan dalam risalah Rapat
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Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.

2) Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf b. pasal ini difuangkan dalam risalah Rapat
Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakiu;%dan disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan _anggota Direksi.

3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dar

T,
ds an/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dan 2) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalam surat té"”.%féfr;f“}‘r‘i yang dilekatkan
pada risalah Rapat. r\<

b. Risalah Rapat Dewan Komisarié’{‘“harus cﬁdokumentasikan oleh
Perseroan.

14, Dewan Komisaris dapat juga fnengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dew}aj%}(omisaris, dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris membe@!gan persetujuan secara tertulis
mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang.diambii dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dé“ﬁ‘&é,g%képutusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Dewan Komisarfs.

Rencapam=kerja, tahun buku

Wi
danf:;,laporan tahunan
T Pasal 24
A i ;

1. a. Direksi meényusun rencana kerja tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang akan datang.

b. Rencana kerja tahunan memuat juga anggaran tahunan
Perseroan untuk tiap tahun buku yang akan datang.

2. Rencana kerja tahunan harus disampaikan kepada Dewan
Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang untuk
dimintakan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris.
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3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun
yang sama.

4. a. Direksi menyusun laporan tahunan, yang kemudian ditelaah
oleh Dewan Komisaris.

b. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah
oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam jangka waktu 6 {(enam)
bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

c. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

1) laporan keuangan yang terdiri dari sekurangj‘(‘ur’angnya neraca
akhir tahun buku yang baru lampau dan Iaggran laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporag=arus kas, dan laporan

perubahan ekuitas, serta catatan atas Iaquf,“an keuangan tersebut;

2) neraca gabungan dari perseroan-persgroan yang tergabung dalam
1 (satu) grup (jika demikian ﬁﬁél”ﬁﬁﬁ%
3) Laporan mengenai kegiatag Perserpan;

4) Rincian masalah yang Aimbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usahajPerseroan;
5) Laporan mengenai tugas penga}wasan yang telah dilaksanakan

oleh Dewan Komisa;fg;g;,ssmgla\*a tahun buku yang baru lampau;

6) Nama anggota Direksi dapanggota Dewan Komisaris; dan

7} Gaji dan tunjangggmbagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bé‘;g".ii"%jalzl\;/ggota Dewan Komisaris untuk tahun yang
baru lampau.
5. a. Laporgnatahuna‘fn sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal

ini harus ditdndatdngani oleh semua anggota Direksi dan anggota
Dewan Komis

b. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara
tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat
tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan, demikian dengan

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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¢. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak
memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap
telah menyetujui isi laporan tahunan.

6. Laporan keuangan harus dibuat sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagi Perseroan.

7. a. Direksi wajib menyerahkan [aporan atau penigitungan keuangan
Perseroan kepada akuntan publik untuk diperi W(EIM

b. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a.
ayat ini tidak dipenuhi, faporan atau perhitungaﬁﬂkeuangan tidak
disahkan oleh RUPS. . »

c. Laporan atas hasil pemeriksaan (a{u it} akuntan publik
disampaikan secara tertulis kepada RUPS mielalui Direksi.

8. Perseroan wajib mengumumf}‘gaﬁr\]&v\h‘e&aca dan laporan rugi laba
dari laporan keuangan dalam surati%a?“berbahasa Indonesia dan

berperedaran nasional menurut tatd~eara yang ditentukan atau
diatur dalam peraturan perund%jgig”-un angan,

9, a. Persetujuan laporan tahuﬁ%ﬁ’f termasuk pengesahan_ laporan
keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta
keputusan penggunaan;liég %gg}?etapkan oleh RUPS.

b. Keputusan tentang persetijuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan.diambil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.yangrherlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

10. Laporan tahunan.disediakan di kantor Perseroan sejak tangqgal
pemanggilan&R\EJP Tahunan untuk dapat diperiksa oleh pemegang

Penggunaan laba dan pembagian dividen
Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku, seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
cara dan tujuan penggunaannys yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
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2. a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
RUPS, dalam keputusan mana juga ditentukan mengenai waktu
pembayaran (demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf ¢
ayat ini) dan bentuk dividen, dengan tetap mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

b. Dividen untuk satu saham dibayarkan kepada pihak atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemeganﬁ%\aham Perseroan
pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atgs:wewenang RUPS.

c. Hari pembayaran diumumkan oleh Direks?%ke_pada pemegang
saham, demikian dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat
keputusan RUPS terkait dengan pembagidnizdividen tunai, maka
pembayaran dividen tunai kepada pemegﬁ’n@g Saham yang berhak
dilaksanakan dalam janaka waktu,cBQ (tigd puluh) hari setelah
diumumkannya ringkasan risalah RUPRS.yan
dividen tunai.

3. Direksi berdasarkan keputusan“Rapat Direksi dan dengan

persetujuan Dewan Komisaris‘“v%dg?p\at membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan beﬁﬁ;ﬁfrjika keadaan atau kemampuan
keuangan Perseroan memjgngkin\l‘gsn dan dengan tetap memperhatikan
peraturan perundang-uriﬁ@g;gari; yang berlaku, dengan ketentuan
bahwa dividen interim terséﬁﬁ;tfaiperhitungkan dengan dividen yang
akan dibagikan bergisarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

4. Dalam hal pe‘hﬁ'i’"ﬁ“‘ﬂ‘jr;g’an laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugiarﬁféng tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,
maka kerugiap;itu tetap"(dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan.dalém tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendap‘ét*l"apaiselama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan'laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian
dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. a. Dividen yang tidak diambil setelah lampaunya jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk
pembayaran dividen dimasukkan ke dalam cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu.
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b. Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil
oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka
waktu 5 (Jima) tahun setelah dimasukkannya dividen yang
bersangkutan ke dalam cadangan khusus, dengan menyampaikan
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh
Direksi Perseroan.

¢. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan
tidak dlambll setelah lewatnya Jangka waktm_k‘h(llma) tahun

d. Mengenai saham-saham yang tercatat dalamBursa Efek berlaku
peraturan Bursa Efek di mana saham- saham Persergan dicatatkan.

Penggunaan dana
Pasal 26

i. Perseroan menylsmkan ]um[aj; tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk cadangan, apabll‘a\%gerseroan mempunyai saldo
laba yang positif. f;”’x\

2. Bagian dari laba bersih yang ds5|51hkan untuk cadangan ditentukan
oleh RUPS setelah memperhatlkanfusulan dari Direksi dan dengan
mengindahkan peraturan? erundang undangan yang berlaku.

3. Penyisihan laba bersahwd’ntuk cadangan dilakukan sampai
cadangan mencapai jumlah palmg sedikit senilai 20% {dua puluh
persen) dari Jumlah“*m dal,yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 pasal ini hanYa dapat digunakan untuk menutup kerugian
yang tidak da" td;ipenuhl oleh atau ditutup dengan cadangan lain.

5. Jika Jum' h cadangan telah melebihi jumlah senilai 20% (dua
puluh persen) dafi jumlah modal ditempatkan dan modal disetor,
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
keperluan Perseroan.

6. a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini
yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini yang penggunaannya
belum ditentukan oleh RUPS dikelola dengan cara yang tepat menurut
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pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

b. Keuntungan yang diterima atau diperoleh dari pengelolaan
dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Peraturan penutup
Pasal 27

£
A

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukupc ur dalam Anggaran
Dasar Perseroan diputuskan oleh RUPS, demlklan dengan tetap
memperhatikan dan mengindahkan ket 1, Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undang ;

II. Menyetujui program alokasi l](epemlllkan saham Perseroan
untuk karyawan Perseroan dan anakwperusahaan dari Perseroan
("Employee Stock Allocation” atau: -sft'hgkat dengan “ESA") dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saha@Perseroan dengan ketentuan
bahwa program ESA dlbenk(a@ sebanyak-banyaknya sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah saham@ang ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroa‘“‘?”serta memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dlre i

program ESA dan ketertls zamnya

III. Menyetujui dan membérikan kuasa dengan hak substitusi,
baik sebagian maupun.seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala ékan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan Edaran, terg;pasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. menyatakan sa ,_\atau lebih keputusan yang diputuskan dalam

I(eputusan Ed n dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara

sekaligus atau«.terplsah

b. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai
satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan
Edaran dalam satu atau lebih akta Notaris;

c. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau
memodifikasi (termasuk dengan cara menambah danfatau
mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan
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di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani
akta-akta tersebut;

d.memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan
Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau
mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-
instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih
keputusan yang dimuat dalam Keputusan Ed}gﬁian; dan

e. melakukan tindakan-tindakan lain yang QJ an dan/atau
disyaratkan guna melaksanakan dan meny Jikan hal-hal
tersebut di atas serta guna mencapai maksut.dan tujuan dari
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham

berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan
Edaran, termasuk tindakan-tindakan ya’r%g ‘dikuasakan kepada
penerima kuasa dan menyelesaikap.segala gesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal te t, termasuk, namun tidak
terbatas pada, menghadap ata di hadapan Notaris atau
pihak lain; memberikan, menda ptkan dan/atau menerima
keterangan dan/atau dokiuimen apapun; maupun membuat,
menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau
menandatangani dokupen apapun.

IV. Mendelegasikan d_afﬁgfg%mﬁ“erikan kuasa dengan hak substitusi,
baik sebagian atau seluruhnya; kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melaksanakan Keputusan Edaran, termasuk tetapi tidak terbatas
pada : ey
a.menyatakan dalam Akta Notaris mengenai penambahan modal

ditempatkan.. dan ‘disetor Perseroan sehubungan dengan

pelaksanaan.-.péngeluaran atau penerbitan saham baru dalam
rangka Penéﬁvﬁ;a’h Umium Perdana Saham Persercan termasuk
saham prograrﬁ"ESA tersebut; dan

b. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperiukan dan/atau
disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal
tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan

Edaran, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada
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penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak
terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau
pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima
keterangan danfatau dokumen apapun; maupun membuat,
menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau
menandatangani dokumen apapun.

Selanjutnya penghadap bertindak dalam keduduté}ﬁrgya sebagaimana

tersebut di atas menerangkan dan menyatakan-bahwa :

_ 1. Saham-saham yang merupakan modal ditempatkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 anggaran dasar "Perseroan yang
d‘!muat dalam anggaran dasar Perseroan,(‘"‘?t?é‘l?a“ﬁ‘z%?diambil bagian dan
disetor penuh oleh pemegang saham Perserban sebagai berikut ;
a. perseroan terbatas PT Triputra Investindo

Arya tersebut sebanyak 4.403~2—0‘(3}:OO

(empat miliar empat ratus tiga j.utawa“ffa

ratus ribu) saham, masing-masing“?aham

dengan nilai nominal sebeéat Rp 100,00

(seratus rupiah) atau seluruhny@#‘éebesar

empat ratus empat puluh migar tiga ratus

dua puluh juta rupiah .;,;33%..;;? ................. Rp 440.320.000.000,00
b. perseroan terbatas PT “Rérsada Capital

Investama tersebut sebanyaﬁ1.996.800.000

(satu mitiar semb"‘lmlé;ﬁféiza;us sembilan puluh

enam juta delapa ‘fratus ribu) saham,

masing-magj,ng sahamni dengan nilai nominal

sebesar Rp 9"%%0 (seratus rupiah) atau

seluruhnya sebesar seratus sembilan puluh

sembilan miliar enam ratus delapan

puluh juka rupiah «ee v e e, Rp 199.680.000.000,00
c. penghadap tuan Martinus Subandi Sinarya

sebanyak 130.500.000 (seratus figa puluh

juta lima ratus ribu) saham, masing-masing

saham dengan nilai nominal sebesar

Rp 100,00 ({seratus rupiah) atau
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seluruhnya sebesar tiga belas miliar lima
puluh juta
FUPTAN vreririiieni e Rp 13.050.000.000,00
seluruhnya sebanyak 6.530.500.000 {enam

miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus

ribu) saham, atau seluruhnya sebesar enam

ratus lima puluh tiga miliar lima puluh juta R’&‘

RT3 1 || PP OO URIPIPIPPREIC P PITICUEL R ‘_355950.000.000,00
2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris<F roan sebagai
berikut : N?J
DIREKSI : ——_—
Direktur Utama .. penghadap tuan Mdgtints Subandi Sinarya;
Direktur  tuan DanielTirta Kristiadi, lahir di Palembang

al tiga puluh November
seribu ,sek - | ]
(30—11—1966\)(,;75wasta, bertempat tinggal di
]akarfft_aﬁUtara, jalan Camar Elok IT nomor 32,
Rukun“Tetangga 008, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan
APenjagingan, pemegang Kartu Tanda
“Penduduk nomor 3172013011660005;

Direktur ny?ﬁya Jenny Widjaja, lahir di Medan pada
tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus
fujuh puluh tiga {13-3-1973), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan
Bandengan Utara [ nomor 11-AA, Rukun
Jetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan
Pekojan, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3173045303730002,
warga negara Indonesia;
Direktur Independen : tuan Achmad Effendi, Iahir di Pamekagan
pada tanggal empat belas Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua (14-3-1972},

pada tang
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swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Town House Griya Hijau Kaveling A nomor 49,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004,
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3674061403720012.

DEWAN KOMISARIS : A

Komisaris Utama : tuan Toddy Mizaabianto..Sugoto, lahir di
Sawahlunto pada tanggaldua puluh tiga Januari

seribu sembilan ratus ?ﬁj.ﬂh puluh enam
(23-1-1976), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selataﬁ*}%/,fﬁﬁ Patra Kuningan
Raya M.4/Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga004, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatam:Setiabudi, pemegang KartuTanda
Penduduksnomor 3174022301760002,

warggbmpxegara Indonesia;
Komisaris : tuaﬁﬁﬁ&achmat, lahir di Jakarta padatanggal

satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
fgf-;:lima {1-7-1975), swasta, bertempat tinggal
“diJakarta Selatan, jalan Patra Kuningan 1
blok L 1, Rukun' Tetangga 006, Rukun
garga 004, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda
éf Penduduk nomor 3174020107750002,
warga negara Indonesia;

¢ tuan InsinyurTonny Hermawan, lahir diJakarta
pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu
sembilan ratus lima puluh enam {28-5-1956),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
jalan Delman Raya nomor 10, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda

<

Komisaris In
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Penduduk nomor 3174052805560003,
warga negara Indonesia.

jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen mulai
efektif bertindak setelah saham-saham Perseroan tercatat di Bursa
Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia
dimana saham Perseroan dicatatkan. A

3. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentga%‘pasal 91 UUPT,
Keputusan Edaran memiliki keberlakuan dan Keabsahan yang sama
dengan setiap keputusan yang diambil dalam sé\tiap Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan, dan Jberlaku sejak tanggal
penandatanganan terakhir oleh Pemegang:Saliam Perseroan.

Penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitas yang tertera
dalam tanda pengenal yang diserahﬁam\kepa‘da saya, Notaris yang
dituliskan dalam akta ini sebagaimanazdimaksud dalam pasal 38
ayat (3) huruf a, pasal 38 ayat (3)huruf b dan pasal 39 Undang-
Undang Jabatan Notaris, yang kebenar\a*n"ﬁya dan/atau keabsahannya
dijamin oleh penghadap. <

Demikianlah?f akta ini

Dibuat sebagai minut‘é%dan aﬁlangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dala %;epala akta ini dengan dihadiri oleh :
1.tuan Ibrahim Furgon, lahif di Tangerang pada tanggal dua Juni

seribu sembilan ratus:sembilan puluh empat (2-6-1994), karyawan

kantor Notaris, berfempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,

Kebon Manggis nomor 107, Rukun Tetangga 003, Rukun

Warga 00%,,,_§Jﬁ\glahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok

Aren, pemegaig_Kartu Tgnda Penduduk nomor 3674030602940001,

warga negara Indonesia; dan
2 . tuan Domingge Palmasius Peta, lahir di Jakarta pada tanggal dua pulth

tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (23-3-1975),

karyawan Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Lontar II/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan

Tugu Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3172032303750007, warga negara Indonesia;
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yang identitas dan kewenangan saksi-saksi akta ini masing-masing
telah saya, Notaris, kenal dan ketahui.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan sebagai salinan yang=sama bunyinya.
Notaris Kota Jakaria Bgrat

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARARL
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